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ABSTRAK

Nama - Inneke Kusuma Dewi

NPM : 0706277825

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Notulen Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak
Pemberian Jasa-Jasa Pengangkutan Darat Antara PT. Haseda
Remindo Dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (Putusan No.
152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT.
DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003)

Skripsi ini membahas mengenai notulen rapat yang dijadikan dasar dalam
pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex
Pacific Indonesia. Notulen rapat tersebut seolah-olah dianggap sebagai addendum
perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Pokok permasalahan dalam
skripsi ini adalah kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum
Indonesia dan tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian
sepihak tersebut. Bentuk penelitian yag digunakan dalam melakukan pendlitian ini
adalah yuridis-normatif. Pemutusan perjanjian merupakan suatu perbuatan
melawan hukum yang karena salahnya merugikan orang lain serta bertentangan
dengan undang-undang. Namun, apabila pemutusan perjanjian tersebut didasarkan
pada suatu perjanjian maka perlu dilihat dulu keabsahan dan kekuatan hukum dari
perjajian tersebut. Jika perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum
maka tindakan pemutusan perjanjian tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan
hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang
ditimbulkan.

KataKunci : Notulen Rapat, Perjanjian, Pemutusan Perjanjian Sepihak
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ABSTRACT

Name - Inneke Kusuma Dewi

NPM : 0706277825

Study Program: Law

Title : Notilen of Termination Agreement by One Party Concerning

Giving Shore Transportation Services between PT. Haseda
Remindo and PT. Catex Pacific Indonesa (Putusan No.
152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT.
DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003)

This thesis discusses the notilen is used as a basis for termination agreement
between PT. Haseda Remindo with PT. Caltex Pacific Indonesia. Notilen asif it is
considered as the addendum agreement giving shore transportation services. The
problems in this thesis are the force of law notilen in Indonesian Law and the
exact of judge decided in the termination agreement by one party case. Form of
research used in conducting this research is the juridical-normative. Termination
of the agreement is a tort for actions that harm others and contrary to law.
However, if the termination is based on an agreement it is necessary to be seen
after the validity and legal force of the agreement. If the agreement is valid and
enforceable severance agreement then this action is not an unlawful act which can
not be responsible for losses incurred.

Keywords : Notilen, Agreement, Termination Agreement by One Party
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk
sosial yang memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
seperti sandang, pangan, dan papan. Namun seiring berjalanya waktu, kebutuhan
manusia semakin lama semakin berkembang tidak hanya meliputi  kebutuhan
pokok atau primer saja tapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Oleh karena itu,
untuk memenuhi kebutuhannya, manusia saling bekerja sama dalam melakukan
berbagai kegiatan, salah satunya adalah melakukan perjanjian. Menurut kamus
besar bahasa Indonesia, kerjasama adalah “kegiatan atau usaha yang dilakukan
oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapa tujuan
bersama’.* Perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ” persetujuan
(tertulis dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing
berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian”.? Dengan kata lain,
perjanjian merupakan suatu hubungan timbal balik yang melahirkan perikatan
berupa kewajiban dan hak antara para pihak yang membuatnya.

Berbicara mengenai kewajiban erat kaitannya dengan prestasi yang harus
dilakukan oleh para pihak, sedangkan berbicara mengenai hak erat kaitannya
dengan imbalan yang didapatkan oleh para pihak setelah melaksanakan
kewagjibannya. Misalnya, pada perjanjian sewa menyewa, dimana pihak yang
memberi sewa wajib memberikan barang sewanya kepada penyewa untuk suatu
jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan dan karenanya si
pemberi sewa berhak atas suatu pembayaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang
berbunyi :

! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi |1,
Cetakan |V, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 488.

2 |bid., hal. 401.
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“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan
dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut
belakangan itu disanggupi pembayarannya’.

Sedangkan bagi s penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar biaya
sewa atas barang yang ia sewa dan karenanya si penyewa berhak atas kenikmatan
dari barang yang ia sewa. Untuk mejamin terpenuhinya kewajiban dan hak
tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan yang dituangkan ke dalam bentuk
perjanjian.

Berdasarkan bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam,
yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ini biasa disebut
dengan istilah kontrak. Umumnya tidak ada kriteria khusus untuk membuat
kontrak. Semuanya diserahkan kepada keinginan para pihak yang membuatnya.
Hal ini sesua dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum
perjanjian Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya’.*

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,
atau apsabila berlawanan dengan kesusilaan bak atau ketertiban
umum”.

Selain itu, perjanjian juga harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana
diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa “Suatu perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”.°

Dengan begitu diharapkan perjanjian yang lahir kemudian merupakan
perjanjian yang adil sehingga dapat mencapai apa yang diinginkan oleh para pihak
bagi kehidupannya karena bagaimana pun setigp manusia menginginkan

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XX XII1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Ps. 1548.

*Ibid., Ps. 1338 ayat (1).
®|bid., Ps. 1337.
®bid., Ps. 1338 ayat (3).
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kehidupan yang sejahtera, aman dan tentram. Akan tetapi, pada faktanya ada saja
kendala yang menyebabkan suatu perjanjian tidak terlaksana sebagaimana
mestinya baik itu disengaja maupun tidak disenggja. Perjanjian yang sengaja
tidak dilaksanakan berarti salah satu pihak dengan sengajatidak memenunhi isi dari
perjanjian yang mereka buat. Berbicara mengenai isi perjanjian erat kaitannya
dengan prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi pokok perikatan.’

Menurut Salim H.S., dilihat dari dapat tidaknya prestasi dituntut perikatan
dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu perikatan perdata (obligatio verbintenis) dan
perikatan wajar (natuurlijk verbintenis).® Perikatan perdata (obligatio verbintenis)
adalah suatu perikatan yang dapat dituntut dimuka dan dihadapan pengadilan
manakala salah satu pihak atau lebih telah melakukan wanprestasi.® Selain
wanprestasi, ada juga perbuatan hukum tertentu yang dengan tidak dipenuhinya
perjanjian juga bisa berakibat pada hal-ha lainnya seperti nama baik, trauma, dil.
Tindakan ini disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian, mengenai
perjanjian yang tidak sengaja tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak merupakan
suatu perjanjian yang tidak terlaksana akibat adanya peristiwa atau kejadian
tertentu diluar kuasa para pihak seperti bencana alam, perang, dll. Keadaan seperti
ini biasa dikenal sebagai force major. Jadi, baik itu disengga maupun tidak
disengagja tidak terpenuhinya suatu perjanjian, keduanya sama-sama merugikan
salah satu pihak. Namun, pada penelitian kali ini akan dibatasi pada perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi sgja.

Perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.’® Misalnya,
salah satu pihak dengan sengaja melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa
tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang lain. Hal ini
diklasifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan
Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik

" Sdlim H.S. (a), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan VI, (Jakarta : Sinar
Grafika, 2009), hal. 174.

® Ibid., hal. 174-175.
% bid., hal. 175.
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Ps. 1365.
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kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.**

Kemudian, wanprestass merupakan kelalaian salah satu pihak dalam
melaksanakan kewajibannya yang sebelumnya telah diberi peringatan oleh pihak
lain. Misalnya, s penyewa laa membayar biaya sewa kepada pemberi sewa
padahal si pemberi sewa telah memberi peringatan kepada penyewa dan telah
memberikan jangka waktu satu minggu sesuai dengan kesepakatan mereka.
Tindakan penyewa disini termasuk dalam tindakan wanprestas sebagaimana
diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata bahwa :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
sebuah akta sgenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya
sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa s berutang harus dianggap
lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” .*?

Namun, keduanya seringkali sulit untuk dibedakan karena kapan suatu
keadaan dikatakan perbuatan melawan hukum dan kapan suatu keadaan dikatakan
wanprestasi sangat tipis perbedaannya. Rutten berpendapat bahwa wanprestasi
adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran
terhadap hak subjektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan yang
melanggar hukum adalah merupakan “Lex Specialis Derogate Legi Generali”.*®
Jika dilihat sepintas lalu memang wanprestas juga termasuk perbuatan melawan
hukum karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan
melawan hukum.** Namun apabila dilihat dari sumber perikatan dan akibatnya
akan tampak berbeda

Menurut Meijers, suatu perbuatan yang tidak melaksanakan kewagjiban
yang timbul dari perjanjian, tidak dapat dimasukkan dalam perbuatan melawan

hukum karena yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum adalah perikatan

2 1pid., Ps. 1338 ayat ( 2).
2 1pid., Ps. 1238.

3 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan |, (Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 33.

“Ibid., hal. 33.
Ibid.
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yang lahir dari undang-undang. Perbedaan kedua macam pengertian ini tidak
berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat masuk ke dalam kedua pengertian itu
sekaligus.’® Contohnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan, barang yang
diangkut rusak karena kesalahan pengangkutan dan ternyata tindakan tersebut
juga mengakibatkan rusaknya barang lain (di luar dari perjanjian). Contoh
lainnya, A tidak memenuhi kewajibannya pada B padahal B sudah berjanji pada C
dan D akan mengirim barang hari ini. Karena kelalaian si A, nama baik B jadi
rusak atau tercemar sehingga B ingin menuntut ganti rugi kepada A. Berdasarkan
contoh-contoh tersebut dapat diketahui bahwa perlu dilakukannya suatu
penafsiran-penafsiran agar jelas apakah tindakan tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum ataukah wanprestasi.

Pada penelitian ini akan dikhususkan pada kasus pemutusan perjanjian
pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific
Indonesia terhadap PT. Haseda Remindo. Adapun perjanjian tersebut mengatur
tentang pemberian jasa-jasa kendaraan darat beserta supirnya yang dilakukan
selama 24 (dua puluh empat) bulan atau sama dengan 2 (dua) tahun. Namun, tiba-
tiba PT. Caltex Pacific Indonesia memutuskan perjanjiannya secara sepihak
berdasarkan notulen rapat tanggal 3 November 1998. Merasa dirugikan, akhirnya
PT. Haseda Remindo menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini sudah diputus sampai tahap kasas
oleh Mahkamah Agung Indonesia dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenaitu, dalam penelitian ini akan dibahas secara khusus mengenai
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST,
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan
Mahkamah Agung No. 2358K/PDT/2003 dikaitkan dengan tindakan pemutusan
perjanjian sepihak dan gugatan perbuatan melawan hukum yang digjukan oleh PT.
Haseda Remindo terhadap PT. Caltex Pacific Indonesia.

1.2.  Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

18 |bid., hal. 31.
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1. Apakah notulen rapat memiliki kekuatan hukum sebaga perjanjian
dalam hukum Indonesia ?

2. Tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian
sepihak dalam putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, putusan No.
717/PDT/2000/PT. DKI, putusan No. 2358K/PDT/2003 ?

1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian.
Dilihat dari pokok permasalahannya maka tujuan penelitian ini terdiri dari 2 (dua)

tujuan, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai notulen rapat sebagal dasar pemutusan perjanjian sepihak pada
perjanjian pengangkutan darat serta kaitannya dengan teori perbuatan melawan

hukum dan teori wanprestasi.

1.3.2. Tujuan Khusus
Secara khusus, penelitian ini  bertujuan untuk menjawab pokok
permasalahan, yaitu:
a. Untuk mengetahui termasuk ke dalam perjanjian-kah suatu notulen rapat
berdasarkan hukum Indonesia.
b. Untuk mengetahui sudah tepatkah hakim memutuskan perkara notulen
rapat sebagal dasar pemutusan perjanjian sepihak dalam Putusan No.
152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI,
Putusan No. 2358K/PDT/2003.

1.4. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan

konstruksi, secara metodologis, sistematis, dan konsisten.'” Metodologis adalah

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 11, (Jakarta: Ul Press, 1982),
hal. 42.
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suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu; sedangkan
sistematis artinya dalam penelitian ada tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti
penelitian dilakukan secara taat asas.’® Bentuk penelitian yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif
karena peneliti mengarahkan penelitian pada hukum positif tertulis seperti KUH
Perdata dan peraturan-peraturan tertulis lainnya. Berdasarkan tipologi penelitian,
jikadilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memberikan gambaran
tentang suatu keadaan atau suatu gejala’®, yaitu notulen rapat sebagai dasar
pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia
terhadap PT. Haseda Remindo. Dilihat dari sudut bentuknya, penelitian ini
termasuk dalam penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu apabila suatu
penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenal apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu®, sebagaimana yang dialami oleh PT.
Haseda Remindo.

Kemudian, dilihat dari metode penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (library
research) merupakan penelitian dengan cara meneliti data sekunder sgja®
Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagal alat pengumpulan data,
dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.? Studi
dokumen ini bertujuan untuk mempelgjari pengetahuan dasar tentang Perjanjian
Pemberian Jasa-jasa Pengangkutan Darat, Perbuatan Melawan Hukum, dan
Wanprestasi dari berbagai literatur yang ada.

Adapun bahan pustaka yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :

¥ Sri Mamudiji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan I, (Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

19 Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 10.
2 |bid.

21 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat, Cetakan VI, (Jakarta: PT. Ragja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

%2 5ri Mamudii, et.al., op.cit., hal. 6.
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a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai
kekuatan mengikat kepada masyarakat.”® Bahan-bahan yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti KUH
Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta
implementasinya® Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel hukum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.”® Bahan yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus.

Kemudian analisis data yang dipergunakan adalah melalui pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang

bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.®

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi dalam 5 (lima) bab,
setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisannya terdiri
dari :

Bab 1 Pendahuluan; bab ini terdiri dari Latar Belakang, Pokok
Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab 2 Perjanjian Pada Umumnya; bab ini terdiri dari satu sub-bab, yaitu
menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang terdiri dari Hubungan
Antara Perjanjian dan Perikatan, Macam-macam Perikatan, Asas-asas Dalam
Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, Saat Lahirnya

% Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 30.
#1bid., hal. 31.

% |bid.

% Sri Mamudii, et.al., op.cit., hal. 67.
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Perjanjian, Penafsiran Perjanjian, Hapusnya Suatu Perikatan, dan Addendum
Perjanjian.

Bab 3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan
Wanprestasi; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama menjelaskan
Perbuatan Melawan Hukum yang terdiri dari Pengertian Perbuatan Melawan
Hukum, Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan Hal-hal Y ang Meniadakan
Sifat Perbuatan Melawan Hukum. Sub-bab kedua menjelaskan Wanprestasi yang
terdiri dari Pengertian Wanprestasi, Bentuk-bentuk Wanprestasi, dan Hal-hal
Y ang Meniadakan Tuduhan Wanprestasi.

Bab 4 Analisis Kasus; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama
menjelaskan Uraian Putusan. Sub-bab kedua menjelaskan Analisis Putusan.

Bab 5 Penutup; bab ini terdiri dari dua sub-bab, sub-bab pertama
men;j el askan Kesimpulan. Sub-bab kedua menjelaskan Saran.
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BAB 2
PERJANJIAN PADA UMUMNYA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Menurut buku 1l KUH Perdata Pasal 1313 dikatakan bahwa *“Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.?” Jika dilihat, rumusan Pasal ini
sebenarnya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari unsur-unsur
yang ada dalam Pasal tersebut yaitu ;

a. Ruang lingkup perjanjian yang terlalu luas. Dilihat dari Pasal tersebut tidak
dibatasi ruang lingkup perjanjian, apakah perjanjian yang dimaksud juga
mencakup perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga
ataukah perjanjian yang diatur dalam buku |11 tentang perikatan saja.

b. Hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat sepihak. Hal ini terlihat dari
kata “mengikatkan diri”, yang mana berarti seseorang mengikatkan diri
dengan orang lain. Padahal perjanjian itu seharusnya bersifat timbal balik.
Dengan begitu akan lebih balk apabila kata “mengikatkankan diri” diubah
menjadi “saling mengikatkan diri”, sehingga artinya menjadi kedua pihak atau
lebih saling mengikatkan diri satu sama lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perlu adanya penyempitan
terhadap definisi perjanjian agar ruang lingkup perjanjian menjadi jelas. Beberapa
doktrin hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

a  Subekti
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal .

b. M. YahyaHarahap

’Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit, Ps. 1313.
%8 Subekti (&), Hukum Perjanjian, Cetakan XX, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 1.
10
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Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda
antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak
untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi.®

c. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan
dibidang harta kekayaan.*

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang
dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian dibidang harta
kekayaan. Dengan dilakukannya suatu pejanjian maka lahirlah hubungan hukum
antara para pihak yang dinamakan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan
persetujuan, karena para pihak saling memberikan persetujuannya untuk
melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan
itu adalah sama artinya®

2.2. Hubungan Antara Perjanjian dan Perikatan

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda
“verbintens’. Perikatan menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara
dua orang atau dua pihak , berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu.3* Kemudian, perikatan menurut Abdulkadir Muhammad
adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang

lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.*® Dikaitkan dengan perjanjian,

% M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),
hal. 6.

*® Abdulkadir Muhammad (&), Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290.

*! Subekti (a), op.cit., hal. 1.

* |bid.

¥ Abdulkadir Muhammad (b), Hukum Perikatan, Cetakan 111, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1992), hal. 6.
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maka perikatan itu lahir dari suatu perjanjian. Hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik
karena persetujuan, baik karena undang-undang”.®* Berdasarkan Pasal tersebut
dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Perikatan yang lahir dari perjanjian berarti para pihak dengan sengaja
sepakat untuk saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan kewajiban dan hak.
Kewajiban dan hak ini berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.
Dalam pelaksanaannya, jika dilihat dari hal yang dijanjikan (prestasinya),
perikatan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu perikatan untuk memberikan
atau menyerahkan suatu barang, perikatan untuk berbuat sesuatu, dan perikatan
untuk tidak berbuat sesuatu.

2.3. Macam-macam Perikatan

Dilihat dari dapat tidaknya prestasi dituntut, perikatan dibagi menjadi 2
(dua) macam, yaitu perikatan wajar (natuurlijk verbintenis) dan perikatan perdata
(obligatio verbintenis). Perikatan wajar (natuurlijk verbintenis) adalah perikatan
yang mana kreditur tidak mempunya hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi
walaupun dengan bantuan hakim.* Disini debitur tidak memiliki kewajiban
hukum tapi hanya memiliki kewajiban moral, contohnya utang judi, pembayaran
bunga yang tidak diperjanjikan, dll. Perikatan perdata (obligatio verbintenis)
adalah perikatan yang memberikan kreditur hak untuk menuntut pemenuhan
prestasi kepada debitur dengan atau tanpa bantuan pengadilan. Perikatan ini dibagi
menjadi beberapa jenis, yaitu perikatan murni, perikatan bersyarat, perikatan
dengan ketetapan waktu, perikatan mana suka (alternatif), perikatan tanggung
menanggung, perikatan yang dapat dibagi dengan perikatan yang tidak dapat
dibagi, dan perikatan dengan ancaman hukuman.

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai macam-macam

perikatan perdata (obligatio verbintenis) menurut undang-undang, yaitu :*

** Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1233.

* Mariam Darus Badrulzaman, et. al (a)., Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 102.

*® Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1235 — Ps.
1312.
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a. Perikatan Murni
Perikatan ini merupakan jenis perikatan yang paling sederhana karena
hanya memuat 2 (dua) pihak dan obyek perjanjiannya berupa 1 (satu) hal
sehingga penuntutannya dapat dilakukan seketika.

b. Perikatan Bersyarat

Syarat adalah peristiwa yang mungkin akan terjadi yang oleh para
pihak terjadinya peristiwa itu ditetapkan sebagai ukuran (criterium) perikatan
dapat dilaksanakan, atau tidak terjadinya peristiwa ditetapkan sebagai
pembatalan perikatan.®” Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis)
adalah perikatan yang digantungkan pada syarat.® Berdasarkan Pasal 1253
KUH Perdata dapat diidentifikas bahwa yang dimaksud “syarat” ini ada 2
(dua), yaitu syarat tangguh dan syarat batal.

Perikatan dengan suatu syarat tangguh merupakan perikatan yang lahir
apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi. Dengan kata lain,
perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa yang dimaksud.

Perikatan dengan suatu syarat batal merupakan perikatan yang sudah
ada (sudah lahir) namun akan berakhir (batal) apabila peristiwa yang
dimaksud dalam perjanjian terjadi. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang
apabila terpenuhi, menghentikan perikatannya, dan membawa segala sesuatu
kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.*
Jadi, perikatan yang sudah ada akan berakhir (batal) apabila peristiwa yang
dimaksud terjadi. Batalnya suatu perikatan bukan berarti perikatan tersebut
“batal demi hukum”, melainkan “dinyatakan batal” oleh pengadilan. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam Pasa 1266 ayat (2) KUH Perdata bahwa
“Dalam ha yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi
pembatalan harus dimintakan kepada hakim”.* Dengan begitu apabila

3 RM. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan, Cetak Ulang Edisi Kedua,
(Bandung: Tarsito, 1995), hal. 45.

% Abdulkadir Muhammad (&), Hukum Perdata Indonesia, op. cit, hal. 248.

¥ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1265 ayat
(2).
“|bid., Ps. 1266 ayat (2).
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perikatannya ingin batal maka pembatalannya harus dimintakan ke pengadilan
negeri setempat.

c. Perikatan Dengan K etetapan Waktu

Suatu perikatan dengan ketetapan waktu tidak menangguhkan
perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya® Ketetapan
waktu berarti pelaksanaan perikatan digantungkan pada suatu waktu yang
ditetapkan.

Pada perikatan dengan ketetapan waktu selalu dianggap untuk
kepentingan si berutang (debitur), kecuali dari sifat perikatannya sendiri, atau
dari keadaan, ternyata telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang (Pasal
1270 KUH Perdata). Dianggap selalu untuk melindungi kepentingan debitur
karena kreditur tidak dapat menagih kepada debitur sebelum waktu yang
ditentukan. Kemudian, dianggap melindungi kepentingan kreditur apabila
sebelum waktu yang ditentukan debitur telah membayar maka apa yang telah
dibayarkan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1269 KUH Perdata). Jadi,

semuanya tergantung pada sifat perikatan itu sendiri.

d. Perikatan Mana Suka (alternatif)

Perikatan mana suka atau alternatif adalah perikatan dalam mana
debitur atas pilihannya sendiri, atau atas pilihan kreditur, harus melaksanakan
salah satu dari dua prestasi. Walaupun debitur dapat memilih sendiri, debitur
tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian benda yang satu dan
sebagian benda yang lainnya (Pasal 1272 KUH Perdata).

Suatu perikatan mana suka dapat berubah menjadi perikatan murni
atau bersahaja apabila salah satu dari obyek perikatan musnah atau tidak dapat
diperdagangkan, atau oleh karena sebab tertentu tidak dapat menjadi obyek
perikatan (Pasal 1274 KUH Perdata). Namun, jika kedua barang tersebut
musnah dan musnahnya barang tersebut disebabkan oleh debitur maka debitur
harus membayar harga barang yang hilang paling akhir (Pasal 1275 KUH
Perdata).

“ bid., Ps. 1268.
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Hak pilih pada kreditur terjadi apabila musnahnya salah satu barang
disebabkan oleh kesalahan debitur maka kreditur dapat menuntut penyerahan
barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Namun, apabila
musnahnya barang tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan debitur maka
kreditur harus mendapat barang yang masih ada. Kemudian, apabila kedua
barang tersebut musnah dan musnahnya barang tersebut disebabkan oleh
debitur maka kreditur dapat menuntut pembayaran harga salah satu barang
menurut pilihannya (Pasal 1276 KUH Perdata).

Asas-asas yang sama juga berlaku jika obyek perikatan lebih dari 2
(dua) barang sebagaimana yang terdapat dalam suatu perjanjian, maupun jika

perjanjiannya bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan.

e. Perikatan Tanggung Menanggung

Perikatan tanggung menanggung adalah suatu perikatan yang terjadi
antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada
masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang
sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang
yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi
diantara beberapa orang berpiutang.*? Jadi, dalam perikatan ini terjadi antara
seorang debitur dengan banyak kreditur, yang mana setiap kreditur berhak
untuk menuntut pembayaran utang seluruhnya. Perikatan tanggung
menanggung seperti ini disebut juga perikatan tanggung menanggung aktif.
Dalam hal pembayaran utangnya, debitur berhak untuk memilih kepada siapa
ia akan membayarkan utangnya selama ia tidak digugat oleh salah satu
kreditur ( Pasal 1279 ayat (1) KUH Perdata). Dengan dibayarkannya utang ke
salah satu kreditur membebaskan debitur dari kreditur tersebuit.

Sebaliknya, perikatan tanggung menanggung pasif terjadi apabila

seorang kreditur dengan banyak debitur, yang mana apabila salah satu debitur
telah membayarkan utang seluruhnya kepada kreditur membebaskan debitur-
debitur lain dari tuntutan kreditur (Pasal 1280-Pasal 1281 KUH Perdata).
Dalam hal pembayaran utangnya, kreditur berhak memilih kepada siapa ia

“21pid., Ps. 1278.
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akan menagih piutangnya dengan tidak ada kemungkinan bagi s berutang
untuk meminta agar utangnya dipecah (Pasal 1283 KUH Perdata). Penuntutan
yang ditujukan kepada salah satu debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur
untuk juga melaksanakan hak-haknya kepada debitur-debitur lainnya (Pasal
1284 KUH Perdata). Oleh karena itu, menurut Subekti, perikatan tanggung

menanggung itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditur.

f. Perikatan Yang Dapat Dibagi dan Perikatan Yang Tidak Dapat Dibagi
Berdasarkan Pasal 1296 KUH Perdata dijelaskan bahwa ;

“Suatu perikatan dapat dibagi-bagi sekadar perikatan tersebut
mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan
yang pel aksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik
secara nyata-nyata, maupun secara perhitungan”.*®

Kemudian, menurut Pasal 1297 KUH Perdata dijelaskan bahwa;

“Suatu perikatan adalah tak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau
perbuatan yang dimaksudkan karena sifatnya dapat dibagi-bagi, jika
barang atau perbuatan tadi menurut maksud perikatan tidak boleh
diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian”.**

Jadi, yang menentukan dapat atau tidak dapat dibaginya suatu
perikatan tergantung pada sifat benda yang menjadi objek perikatan dan
maksud dari perikatan itu sendiri.

Mengenai dapat atau tidak dapat dibaginya itu mempunyai arti apabila
dalam perikatan itu terdapat |ebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang
kreditur atau apabila salah satu pihak debitur dan/atau kreditur meninggal
dunia dan meninggalkan ahli waris lebih dari satu. Namun, hal tersebut tetap
bergantung pada objek perikatannya.

3 bid., Ps. 1296.
“bid., Ps. 1297.
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g. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan
mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan
melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.* Penetapan
hukuman ini dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang dialami kreditur
karena tidak terpenuhinya perjanjian. la mempunya 2 (dua) maksud:
Pertama, untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia
memenuhi kewajibannya; Kedua, untuk membebaskan s berpiutang dari
pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.*

Sifat dari perikatan dengan ancaman hukuman ini adalah acsesor
(pelengkap), artinya ancaman hukuman ini bergantung pada perjanjian
(pokoknya) [Pasal 1305 KUH Perdatal. Pada praktiknya terkadang hukuman
atau denda ini terlalu berat sehingga menurut Pasal 1309 KUH Perdata,
hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman
apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi atau selama sudah ada usaha
debitur untuk memenuhi perikatan tersebut dan hakim meanggap hukuman
tersebut terlalu berat.

2.3. Asas-asas Dalam Perjanjian

Pada pembuatan perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus
diperhatikan oleh para pihak karena hal ini penting sebagal pegangan dalam
proses pelaksanaan perjanjian dan apabila terdapat permasalahan hukum akibat
dari proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

a. Asas Konsensuaisme
Hukum Perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya perjanjian
sudah mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata
sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan.*” Sehingga perjanjian sudah sah

1bid., Ps. 1304.
“6 Subekti (a), op.cit., hal. 11.

4" Sri Soesilowati, et.al., Hukum Perdata (Suatu Pengantar), Cetakan |, (Jakarta: CV.
Gitama Jaya, 2005), hal. 145.
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dan mengikat para pihak seketika tanpa perlu suatu formalitas atau perbuatan
tertentu. Namun, terhadap asas ini ada pengecualian yaitu bagi perjanjian
formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil ialah perjanjian yang disamping
memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu,
seperti pada perjanjian perdamaian (Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata).
Sedangkan, yang dimaksud dengan perjanjian riil ialah perjanjian yang harus
memenuhi kata sepakat dan perbuatan tertentu untuk melahirkan perjanjian,
contohnya perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUH Perdata).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian
karena erat kaitannya dengan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas
ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Dari kedua
Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk
membuat perjanjian apa saja selama isinyatidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan begitu para pihak diberikan
kesempatan untuk membuat dan mengatur isi perjanjiannya sendiri seperti
pilihan hukum, pilihan forum, pilihan domisili, dil.

Isi perjanjian yang dibuat juga dimungkinkan menyimpang dari
ketentuan Buku 11l KUH Perdata. Adapun ketentuan yang dapat disimpangi
adalah ketentuan yang bersifat optional atau pilihan, sedangkan ketentuan
yang bersifat memaksa seperti syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan yang
tidak dapat disimpangi oleh para pihak.*® Ketentuan bersifat optional ini dapat
dissmpangi apabila dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat
(tidak sesuai dengan perkembangan zaman lagi), karena bagaimanapun
manusia (masyarakat) itu selau dinamis. Contohnya, resiko dalam perjanjian
jua beli, dulunya diatur dalam Pasal 1460 - Pasal 1462 KUH Perdata yang
tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963. Ketentuan
SEMA ini dikeluarkan semata-mata untuk melindungi kepentingan pembeli
sebagaimana diatur dalam Pasal 1475 KUH Perdata bahwa " selama barang
belum diserahkan (levering) oleh penjua kepada pembeli, resiko ada pada

8 1bid., hal. 146.
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penjual yang dalam hal ini masih merupakan pemilik sah barang tersebut,
sampai barang itu diserahkan kepada pembeli (sehingga secara yuridis

n 49

kepemilikan beralih)”.

c. Asasltikad Baik

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa
“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.>® Ketentuan ini
memberikan wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan
perjanjian agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan.

Pada praktiknya, hakim dapat mencampuri isi dari perjanjian apabila
dirasa merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan rasa keadilan.
Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga
dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik.>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas itikad
baik merupakan pembatasan dari asas kebebasan berkontrak karena dalam
asas kebebasan berkontrak para pihak diberi kebebasan seluas-luasnya untuk
membuat dan mengatur isi perjanjiannya sendiri.

d. Asas Kepribadian

Berdasarkan Pasal 1315 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Pada
umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta
ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.>* Kemudian, Pasal
1340 KUH Perdata juga menyatakan bahwa “Perjanjian hanya berlaku bagi
para pihak yang membuatnya’.>® Hal inilah yang disebut asas kepribadian.
Dengan “mengikatkan diri” berakibat pada kewajiban-kewajiban dan hak-hak
yang diperoleh dari dibuatnya suatu perjanjian.

“9|. G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori & Praktik,
Cetakan |11, Edisi Revisi, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hal. 73-74.

% Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1338 ayat
3.

*! Sri Soesilowati, et.al., op.cit., hal. 147.

* | bid., Ps. 1315.

%3 |bid., Ps. 1340.
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Berdasarkan asas ini suatu perjanjian hanya meletakkan kewajiban-
kewajiban dan hak-hak antara para pihak yang membuatnya sedangkan pihak
ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat.
Sehingga seseorang hanya dapat menuntut pemenuhan haknya kepada sigpaia
mengikatkan diri.

Pada asas kepribadian terdapat pengecualian yaitu janji untuk pihak
ketiga. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pihak ketiga merupakan pihak di
luar perjanjian sehingga tidak terikat. Namun, dalam janji untuk pihak ketiga
ini, seseorang membuat suatu perjanjian, dimana perjanjian ini
memperjanjikan hak-hak bagi orang lain (lihat Pasal 1317 KUH Perdata).

e. Asas Kepastian Hukum
Asasini berkaitan erat dengan akibat dari diadakannya suatu perjanjian
karena perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya (pacta
sur servanda). Hal tersebut menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak
dalam melaksanakan perjanjiannya. Asas kepastian hukum ini dijelaskan
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya®.>*

f. Asas Persamaan Hukum
Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian
adalah sama dimata hukum tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, dll.
Jadi, selama terbukti bersalah maka akan diberi hukuman sebagaimana
mestinya.

g. AsasKepatutan
Asas ini dijelaskan dalam Pasa 1339 KUH Perdata, yang mana
berkaitan dengan isi dalam suatu perjanjian. Dikatakan bahwa suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan
didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

> Ibid., Ps. 1338 ayat (1).
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2.4. Jenis-jenis Perjanjian

Mengenai jenis-jenis perjanjian sampai saat ini para ahli dibidang
perjanjian belum menemukan kesepakatan mengenai pembagian perjanjian karena
tigp-tigp ahli memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Berikut merupakan

pembagian perjanjian ke dalam beberapa jenis:

a. Perjanjian menurut sumbernya
Jenis perjanjian ini mendasarkan pada tempat dimana perjanjian

tersebut ditemukan. Sudikno Metrokusumo menggolongkan perjanjian dari

sumber hukumnya menjadi 5 (lima) macam, yaitu :>

a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya
perkawinan.

b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan
dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik.

c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban.

d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan
bewijsover eenkomst.

e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan

publiekrechtelijke overeenkomst.

b. Perjanjian menurut namanya
Pengelompokkan ini didasarkan pada nama perjanjian yang terdapat
dalam Pasal 1319 KUH Perdata, yaitu :

a) Perjanjian khusus/bernama/nominaat merupakan perjanjian yang
mempunya nama tertentu dan jumlahnya terbatas. Dikatakan sebagal
perjanjian khusus karena diatur secara khusus dalam undang-undang
(KUH Perdata). Adapun yang termasuk kelompok ini adalah perjanjian-
perjanjian yang diatur dalam buku 111 bab V-XVIII KUH Perdata antara
lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa
menyawa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan,

® Sudikno Metrokusumo (a), Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, (Yogyakarta:
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987 ), hal. 11.
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perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan
barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian
tentang bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung-untungan,
perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang, dan
perjanjian perdamaian.

b) Perjanjian umum/tidak bernama/innominaat merupakan perjanjian yang
tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Perjanjian ini
lahir, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat baik itu sebelum KUH Perdata
diundangkan maupun setelah KUH Perdata diundangkan. Hal ini
dimungkinkan karena perjanjian menganut asas kebebasan kontrak, yang
mana para pihak bebas untuk mengatur perjanjian sendiri. Dilihat dari
pengaturannya maka perjanjian innominaat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu
¥56

i. Perjanjian innominaat yang diatur secara khusus dalam suatu
undang-undang dan atau telah diatur dalam pasal-pasal tersendiri,
misalnya PSC (Production Sharing Contract) yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, perjanjian Joint Venture
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, kontrak
karya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960,
dil.

ii. Perjanjian innominaat yang diatur dalam peraturan pemerintah,
misalnya tentang waralaba/franchise yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.

lii.  Perjanjian innomniaat yang belum diatur atau belum ada peraturan
yang mengaturnya di Indonesia, misanya kontrak rahim atau
surrogate mother.

c. Perjanjian menurut bentuknya

*® Salim H.S. (b), Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku
Kesatu), Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 2.
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Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam,

yaitu:>’

a)

b)

Lisan
Perjanjian lisan merupakan janji yang diucapkan dengan kata-kata
yang jelas maksud dan tujuannya sehingga dengan diucapkan sgja para
pihak dapat langsung memahami isi dari perjanjiannya. Perjanjian lisan
yang dibicarakan disini hanyalah perjanjian yang mempuyai akibat hukum
(dibidang harta kekayaan), bukanlah perjanjian yang bersifat
moral/alamiah seperti janji ayah kepada anaknya, janji kawin, dlil.
Perjanjian lisan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :>®
i. Perjanjian konsensual
Adalah suatu perjanjian yang terjadi apabila ada kesepakatan para
pihak.*® Jadi disini baru hanya menimbulkan kewajiban dan hak antara
para pihak. Tujuan perjanjian baru tercapal saat dilakukannya realisas
perjanjian.
li. Perjanjianriil
Adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara
nyata® Jadi, perjanjian ini sekaligus dengan realisas tujuan
perjanjiannya, misalnya perjanjian pada hukum adat, yang mana

perjanjian terjadi secara kontan/tunai.

Tulisan

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dalam bentuk tulisan. Dibuat tertulis karena menurut ketentuan
perundang-undangan mengharuskan dalam bentuk tertulis agar perjanjian
tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun ada juga
perjanjian tertulis yang dibuat di luar ketentuan perundang-undangan. Jadi

apabila para pihak merasa bahwa perjanjiannya perlu dibuat tertulis atau

Notulen rapat ...,
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% |bid.
% |bid.
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karena suatu kondisi tertentu mengharuskan dibuat secara tertulis maka
sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam perjanjian,
para pihak diberikan kebebasan untuk memilih bentuk perjanjiannya
sendiri. Selain itu, perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat berfungsi
sebagai bukti telah lahirnya perikatan antara para pihak serta sebagai bukti
dalam hal salah satu pihak lalai/tidak melaksanakan kewajibannya (timbul
sengketa). Perjanjian tertulis dibagi 2 (dua), yaitu :
i. Aktadibawah tangan
Adalah aktayang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak.®*
ii. Aktaautentik
Adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.®

Bentuk tertulis biasanya diperlukan jika perjanjian berisi kewgjiban
dan hak yang rumit sehingga sulit diingat oleh manusia. Contohnya, akta
pendirian perusahaan (PT).

d. Perjanjian yang sifatnyaistimewa

Menurut Mariam Badrulzaman, yang termasuk dalam perjanjian yang

sifatnyaistimewa adalah :

a)

b)

Perjanjian Liberatoir

Merupakan perjanjian, yang mana para pihak membebaskan diri
dari kewajibannya, misalnya pembebasan utang (kwijtschelding) tertuang
dalam Pasal 1438 KUH Perdata.®®
Perjanjian Pembuktian

Merupakan perjanjian, yang mana para pihaknya menentukan alat-
alat bukti apa sga yang dapat atau dilarang digunakan apabila terjadi
sengketa. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian yang

1874.

Notulen rapat ...,
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%2 |bid., Ps. 1868.

% Mariam Darus Badrulzaman, et. al (a)., op. cit., hal. 68.
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bagaimana, yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti
tertentu.®
Perjanjian Publik

Merupakan perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh
hukum publik karena salah satu pihaknya adalah pemerintah, sedangkan
pihak lainnya adalah swasta. Dalam perjanjian ini terbentuklah suatu
hubungan atasan bawahan (subordinated) bukan hubungan yang
kedudukannya setara (coordinated), contohnya perjanjian ikatan dinas.*®
Perjanjian Untung-untungan

Merupakan perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Jadi
perjanjian ini menggantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu
(Pasal 1774 KUH Perdata), contohnya asuransi.®®

e. Perjanjian campuran

Merupakan perjanjian yang meliputi berbagali unsur perjanjian baik itu

yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Contohnya, pengusaha

penginapan hotel yang menyewakan kamar-kamarnya (sewa menyewa), tetapi

juga menyediakan makanan dan minuman untuk dijual (jual beli) serta

menyediakan pelayanan (perjanjian untuk melakukan jasa-jasa). Berkaitan

dengan perjanjian ini ada beberapateori, yaitu :*’

a)

b)

Teori Kombinasi (Sui Generis)

Artinya  ketentuan-ketentuan mengenai  perjanjian  khusus
diterapkan secara analogi sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus
tetap ada.

Teori Absorpsi

Artinya terhadap perjanjian-perjanjian tersebut diterapkan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan peristiwa hukum yang

paling menonjol/berpengaruh.

hal. 51.
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f. Perjanjian penanggungan (borgtocht)

Adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna
kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si
berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhiya.®® Perjanjian ini diatur
dalam Pasal 1820 - Pasal 1850 KUH Perdata.

g. Perjanjian garans

Adalah suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang mana salah satu
pihak menjanjikan kepada pihak lainnya bahwa pihak ketiga akan melakukan
perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu yang apabila pihak ketiga
tersebut tidak memenuhi perikatannya maka pihak yang menjanjikan akan
menanggung perikatan pihak ketiga tersebut (Pasal 1316 KUH Perdata).
Perjanjian garansi ini harus dibedakan dengan perjanjian penanggungan
(perorangan) karena pada perjanjian penanggungan sifatnya adalah accesoir,
yang mana ada atau tidaknya tergantung pada perjanjian pokok. Selain itu,
pada perjanjian penanggungan yang melakukan perikatan adalah pihak ketiga
yang menjamin debitur dalam perjanjian akan melaksanakan kewagjibannya

dalam perjanjian.

h. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (Derden Biding)

Pada dasarnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama
sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri
(Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata). Namun, hal tersebut dimungkinkan
jika melihat Pasa 1317 - 1318 KUH Perdata, bahwa dimungkinkan
dilakukannya perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga. Janji untuk pihak
ketiga disini juga mengikat para ahli waris dan penerima wasiatnya, kecuali
ditentukan secara tegas bahwa janji tersebut tidak bermaksud demikian.

i. Perjanjian berdasarkan kewajiban dan hak para pihak
a) Perjanjian timbal balik (bilateral)

% Subekti (b), Aneka Perjanjian, Cetakan X, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995),
hal. 164.

Universitas Indonesia
Notulen rapat ..., Inneke Kusuma Dewi, FH Ul, 2011



27

Merupakan perjanjian yang melahirkan kewajiban dan hak kantar
para pihak, misalnya perjanjian jual beli.
b) Perjanjian sepihak (unilateral)
Merupakan perjanjian yang hanya mewajibkan salah satu pihak
memberikan prestasi sedangkan pihak lainnya hanya menerima prestas

tersebut, misalnya perjanjian hibah.

j. Perjanjian menurut sifatnya
a) Perjanjian pokok
Merupakan perjanjian yang utama, contohnya perjanjian utang
piutang.
b) Perjanjian accessoir
Merupakan perjanjian tambahan, contohnya jaminan pada

perjanjian utang piutang.

Selain itu dikenal juga perjanjian menurut sifatnya, yaitu :
a) Perjanjian obligatoir
Merupakan perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban
(perikatan) bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada perjanjian ini
baru sampa taraf menimbulkan kewsgjiban dan hak saa belum
mengalihkan hak milik.
b) Perjanjian kebendaan
Merupakan perjanjian yang ditimbulkan oleh hak kebendaan.
Perjanjian kebendaan (zakelijke oveerenkomst atau delivery contract) ini
merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligatoir, yang mana pada
perjanjian ini barulah dilakukan pengalihan hak milik dengan penyerahan
(levering) [Pasa 612 KUH Perdata]. Namun tidak selalu penyerahan
langsung mengalihkan hak milik karena pada benda tidak bergerak (tetap)
selain dilakukan penyerahan perlu dilakukan pendaftaran (Pasal 616 jo.
Pasal 620 KUH Perdata), misalnyajual beli tanah.

k. Perjanjian cuma-cuma dan Perjanjian atas beban
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Perjanjian dengan cuma-cuma adalah “ Suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa
menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri”.*® Misalnya pada perjanjian
hibah, yang mana s penghibah dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu
benda guna keperluan si penerima hibah.

Kemudian, perjanjian atas beban adalah “Suatu perjanjian yang
mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu”.” Misalnya pada perjanjian utang piutang, yang mana
s kreditur berkewajiban untuk memberikan pinjaman uang kepada debitur dan
debitur berkewgjiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut

sebagaimana waktu yang diperjanjikan.

|. Perjanjian berdasarkan kekuatan mengikatnya’
a) Perjanjian tanpa kekuatan hukum (zonder rechtwerking)

Suatu perjanjian yang apabila ditinjau dari segi hukum perdata,
tidak memiliki akibat hukum. Contohnya janji kawin, perjanjian moral.

b) Perjanjian yang mempunya kekuatan hukum tidak sempurna (onvolledige
rechtwerking)

Ketidaksempurnaannya terletak pada sanksinya, yang mana
kreditur tidak diberikan kemampuan hukum untuk memaksakan
pemenuhan prestasi, walaupun dengan bantuan hakim, contohnya
perjanjian alami/wajar (natuurlijke verbintenis) dan utang judi.

c) Perjanjian yang kekuatan hukumnya sempurna (volledige rechtwerking)

Sempurna karena kreditur dapat memaksakan pemenuhan prestasi
kepada debitur baik itu sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan
eksekusi riil, ganti rugi, serta uang paksa (dwangsom).

2.5. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

% Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1314 ayat
2.

1pid., Ps. 1314 ayat (3).
"'1. G. Rai Widjaya, op.cit., hal. 27.
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Perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-
unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.”* Menurut Pasal
1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat,
yaitu:

a. Sepakat
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sepakat artinya setuju; semufakat;
sependapat.” Dimaksudkan bahwa perjanjian dibuat atas persetujuan para
pihak sehingga apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki
olen pihak lainnya Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan
kehendak, yaitu : ™

1. Bahasayang sempurnadan tertulis,

2. Bahasayang sempurna secaralisan,

3. Bahasayang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena
dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahas
yang tidak sempurnatetapi dimengerti oleh pihak lawannya,

4. Bahasaisyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya,

5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kehendak oleh para pihak harus terbebas dari kekhilafan, paksaan, dan
penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Maksud kekhilafan atau kekeliruan
diatur daam Pasal 1322 KUH Perdata, terjadi apabila salah satu pihak khilaf
tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang
penting dari barang yang menjadi objek perjanjian (error in substantia),
ataupun mengenal orang dengan siapa diadakan perjanjian itu (error in
persona).” Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga apabila orang
tersebut mengetahuinya, ia tidak akan memberikan persetujuannya
Kekhilafan harus diketahui oleh salah satu pihak, yang mana ia mengetahui

72 A bdulkadir Muhammad (a), op. cit, hal. 299.

™ pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), hal. 1419.

" Sdim H.S. (b), op.cit., hal. 23.

7 Subekti (a), op.cit., hal. 23.

Universitas Indonesia
Notulen rapat ..., Inneke Kusuma Dewi, FH Ul, 2011



30

bahwa ia sedang berhadapan/melakukan perjanjian dengan orang yang
khilaf.”

Menurut Prof. Subekti, paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan
jiwa, bukan paksaan badan (fisik).”” Jadi, yang diancamkan disini harusiah
bertentangan dengan hukum, karena jika ancaman tersebut tidak bertentangan
dengan hukum maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu paksaan (Pasal 1323
- Pasal 1327 KUH Perdata).

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan
keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk
pihak lainnya agar memberikan persetujuannya (Pasal 1328 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dissimpulkan bahwa
ketidakbebasan seseorang dalam memberikan persetujuan dalam suatu
perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak bebas dalam

memberikan persetujuannya untuk meminta pembatalan perjanjiannya.

b. Kecakapan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kecakapan berarti kemampuan,
kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu.’®
Adapun kecakapan yang dimaksud disini adalah kecakapan seseorang dalam
melakukan perbuatan hukum baik untuk kepentingan diri sendiri atau pihak
lain yang diwakili contohnya badan hukum, seperti membuat perjanjian,
menikah, dil. Subjek hukum, yaitu subjek hukum orang (naturlijk persoon)
dan subjek hukum bukan orang.”

a) Subjek hukum orang (naturlijk persoon)
Manusia dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila
sudah dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah (Pasal
330 KUH Perdata). Dengan begitu mereka yang sudah menikah namun

8 |bid., hal. 24.
1bid., hal. 23.

"8 pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, op. cit., hal.
268.

1. G. Rai Widjaya, op. cit., hal. 64.
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pernikahannya putus ditengah jalan dan usianya belum genap 21 tahun,
tidak dapat kembali ke dalam keadaan belum dewasa.
Selain itu, KUH Perdata juga mengatur siapa-sigpa yang tidak
cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUH Perdata), yaitu:
i. Anak di bawah umur
Berarti anak yang belum genap berusia 21 tahun dan atau
belum pernah menikah (Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata).
Ii. Orang yang berada di bawah pengampuan
Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah orang dewasa
yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap
dan boros (Pasal 433 KUH Perdata). Pembentuk undang-undang dalam
hal ini memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari
tanggung jawabnya dan oleh karena itu tidak cakap bertindak untuk
mengadakan perjanjian.t
iii. lstri
Menurut Pasal ini, istri dianggap tidak cakap sehingga apabila
ingin melakukan suatu perbuatan hukum, harus ada izin dari suami
terlebih dahulu (lihat juga Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata).
Namun, pada perkembangannya pasal ini tidak berlaku lagi setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-
Undang Perkawinan).®! Akibatnya tidak ada lagi perbedaan hak dan
kedudukan antara suami dengan istri sehingga istri dapat bebas
melakukan  perbuatan hukum (Pasal 31 Undang-Undang

Perkawinan).®

b) Subjek hukum bukan orang
Subjek hukum bukan orang dibagi 2 (dua) yaitu subjek hukum
bukan badan hukum dan subjek hukum badan hukum (rechtper soon).

8 Mariam Darus Badrulzaman, et. al (a)., op.cit., hal. 104.

8 | ndonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan,. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1
Tahun 1974.

%2 Sri Soesilowati, et.al., op.cit., hal. 15.
¥ . G. Rai Widjaya, loc. cit., hal. 64.
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Rechtpersoon adalah suatu badan yang dapat mempunya harta
kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.®* Sehingga
dapat dikatakan bahwa badan hukum merupakan subyek hukum ciptaan
manusia berdasarkan undang-undang yang memiliki kewgjiban dan hak
layaknya manusia. Meskipun sama-sama memiliki kewajiban dan hak,
tidak semua hak-hak yang melekat pada manusia dimiliki oleh badan
hukum, misanya hak dibidang hukum kekeluargaan dan kewarisan.
Menurut Black’s Law Dictionary, badan hukum atau legal entity adalah “A
body, other than a natural person, that can function legally, sue or be
sued, and make decisions through agents’.® Jadi, suatu badan hukum
dapat menuntut dan dituntut di muka hukum terlepas dari para
pengurusnya.

Dilihat dari bentuknnya, badan hukum dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu :

i. Badan hukum publik
Merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan
diberi wewenang menurut hukum publik, misanya departemen
pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan daerah otonom.
ii. Badan hukum privat
Merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau
swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum ini

memiliki berbagal tujuan keperdataan yang dapat dibagi menjadi 3

(tiga) macam, yaitu :

1) Badan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau
laba (profit) terdiri atas perseroan terbatas (PT), perusahaan
perseroan (persero), dan perusahaan umum (perum).®

2) Badan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan

anggota dan masyarakat, yaitu koperasi.®’

% Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf, (Bandung :
Erisco, 1993), hal. 10.

% Black's Law Dictionary, Ninth Edition, (USA: West Publishing Co.,2009), hal. 976.

8 Abdulkadir Muhammad (a), op. cit, hal. 26.
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3) Badan hukum yang bertujuan ideal dibidang pendidikan, sosial,
keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan.
Badan hukum ini berupa yayasan, organisasi keagamaan dan
wakaf.®

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai
subjek hukum, badan hukum dapat melakukan hubungan hukum dengan
pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun hal lain yang
membedakan badan hukum dengan manusia sebagai subjek hukum adalah
harta kekayaannya yang terpisah dari kekayaan pengurus, pendiri dan

anggota-anggotanya.

c. Mengena hal tertentu
Mengenai hal tertentu berarti berkaitan erat dengan objek
perjanjiannya atau prestasi dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234
KUH Perdata, prestasi yang diperjanjikan berupa :
a) Memberikan sesuatu,
b) Berbuat sesuatu, dan
c) Tidak berbuat sesuatu
Jadi, prestasinya dapat berupa perbuatan positif dan atau negatif.®°
Suatu objek perjanjian atau prestas harus sudah ditentukan atau sekurang-
kurangnya dapat ditentukan. Terkait dengan memberikan sesuatu maka
objeknya bisa berupa benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak
atau benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan atau benda yang tidak
dapat dihabiskan (Pasal 503 — Pasal 505 KUH Perdata).® Selain itu masih ada
benda yang sudah ada atau benda yang akan ada (Pasal 1334 KUH Perdata).**

8 |bid.

8 |bid.
¥ salim H.S. (a), op.cit., hal. 165.

% Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 503 — Ps.
505.

% 1bid., Ps. 1334.
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Adapun yang dimaksud benda adal ah berupa barang dan hak yang mempunyai
nilai ekonomis atau yang dapat diperdagangkan.”> Contoh barang yang
mempunyai nilai ekonomis adalah mobil (BMW, Toyota, dlIl), kalau hak yang
mempunyai nilai ekonomis adalah hak atas merk, paten, piutang, dil.
Kemudian, terkait dengan berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu maka
objeknya adalah yang lain, yang isinya bukan untuk “memberikan sesuatu”.®
Contohnya pekerjaan konstruksi bangunan, pengacara, dokter, larangan
persaingan tidak sehat, memberikan data-data perusahaan, dil.

Maksud dari kejelasan mengenai objek perjanjian ini adalah untuk
pel aksanaan kewajiban dan hak para pihak itu sendiri karena apabila objeknya
tidak jelas, perjanjiannya menjadi batal demi hukum (null and void).

d. Sebab yang haal

Sebab yang halal berarti hal yang mendasari atau tujuan terjadinya
suatu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika suatu perjanjian yang isi dan
tujuannya melanggar hukum maka perjanjiannya adalah batal demi hukum
(null and void). Dengan begitu tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan
prestas di muka pengadilan. Demikian juga dengan perjanjian tanpa sebab,
dianggap tidak pernah adallahir (Pasal 1335 KUH Perdata).

2.7. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, pada dasarnya perjanjian dan perikatan
yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.*
Kata sepakat itu sendiri  maksudnya adalah telah terjadinya
kesepahaman/persamaan kehendak antara para pihak mengenai isi perjanjian.
Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan saat Iahirnya perjanjian :*

a. Teori ucapan (uitingstheorie)

*2 |bid., Ps. 1332.

% J. Satrio (b), Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Cetakan I, (Bandung:
Alumni, 1993), hal. 52.

% Subekti (a), op.cit., hal. 15.
* Salim H.S. (a), op.cit., hal. 162-163.
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Menurut teori ini, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak
yang diberi penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.
Jadi, yang menjadi acuan adalah pihak yang diberi penawaran. Kelemahan
teori ini adalah terlalu teoritis karena menganggap kesepakatan terjadi secara
otomatis.

b. Teori pengiriman (verzendtheorie)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang diberi
penawaran mengirimkan telegram/surat balasan. Kelemahan teori ini juga
terlalu teoritis karena menganggap dengan dikirimnya telegram/surat balasan
secara otomatis kesepakatannya telah terjadi. Teori ini banyak dianut oleh
negara-negara Common Law.

c. Teori pengetahuan (vernemingstheorie)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan
mengetahui adanya penerimaan (acceptatie), tetapi penerimaan tersebut belum
diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini adalah
bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabilaia belum menerimanya.*

d. Teori penerimaan (ontvangstheorie)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang
menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.”” Artinya terjadi
ketika jawaban telah diterima oleh pihak yang menawarkan tanpa
memperhitungkan sudah/belum dibacanya jawaban tersebut. Teori ini banyak
dianut oleh negara-negara Civil Law.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa perjanjian lahir ketika terjadi
kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Namun, terkadang tidak
ada persesuaian kehendak antara para pihak. Ada 3 (tiga) teori yang menjawab
ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yaitu :*

a. Teori kehendak (wilstheorie)

% SdimH.S. (), Op.Cit., hal. 162-163.
 |bid., hal. 163.
% |bid., hal. 163-164.
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Menurut teori ini, perjanjian terjadi ketika ada persesuaian antara
kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang
menyebabkan lahirnya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan
apabilatidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.*

b. Teori pernyataan (verklaringstheorie)

Menurut teori ini, kehendak adalah suatu proses batiniah yang tidak
diketahui orang lain sehingga pernyataanlah yang melahirkan perjanjian.
Walaupun terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan, perjanjian
tersebut tetap lahir. Dalam praktiknya, teori ini menimbulkan kesulitan-
kesulitan, seperti contoh bahwa apa yang dinyatakan berbeda dengan yang
dikehendaki.'®

c. Teori kepercayaan (vetrouwenstheorie)

Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, tetapi
hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan sga yang menimbulkan
perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar
dikehendaki oleh para pihak. Adapun kelemahan teori ini adalah sulitnya

untuk mengukur kepercayaan.

2.8. Penafsiran Perjanjian
Suatu perjanjian idealnya is dari perjanjian dapat dimengerti oleh para

pihak. Penafsiran perjanjian diatur dalam Pasal 1342 — Pasal 1351 KUH Perdata.

Untuk melakukan penafsiran harus memperhatikan dari berbagal aspek, yaitu :

a. Tidak diperkenankannya melakukan penafsiran apabila kata-kata atau isi
perjanjiannya sudah jelas (Pasal 1342 KUH Perdata).

b. Penafsiran berdasarkan maksud dan tujuan para pihak (Pasal 1343 KUH
Perdata).

c. Penafsiran berdasarkan kemungkinan dilaksanakan perjanjian oleh para pihak
(Pasal 1344 KUH Perdata).

% Ibid.
%0 pid.
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d. Penafsiran berdasarkan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata). Jadi
apakah perjanjiannya itu bersifat konsensuil atau harus dengan formalitas
tertentu.

e. Penafsiran berdasakan kebiasaan masyarakat setempat (Pasal 1346 KUH
Perdata).

f. Ha-ha yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara
diam-diam dimasukkan dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).

g. Bahwa semua janji (klausul) dalam perjanjian harus ditafsirkan secara
keseluruhan (Pasal 1348 KUH Perdata).

h. Penafsiran dilakukan atas kerugian pihak yang meminta dilakukannya
perjanjian (Pasal 1349 KUH Perdata).

I. Penafsiran berdasarkan hal-hal nyata yang terjadi sewaktu para pihak
membuat perjanjian (Pasal 1350 KUH Perdata).

j. Bahwa hal-hal dalam suatu perjanjian yang tidak dinyatakan secara tegas
dianggap tidak berpengaruh terhadap perjanjian atau perikatan antara para
pihak (Pasal 1351 KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan
kata-katalis perjanjian bukan berarti perjanjian tersebut belum mengikat para
pihak atau batal demi hukum, tetapi merupakan tugas hakim untuk mencari dan
menemukan kekosongan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat

perjanjian tersebut.

2.9. Hapusnya Suatu Perikatan

Hapusnya perikatan atau berakhirnya perikatan adalah selesainya atau
hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal
1381 KUH Perdata ada 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan, yaitu :

a. Pembayaran
Pembayaran disini adalah pembayaran dalam arti luas vyaitu
pembayaran yang tidak hanya berbentuk uang atau barang tapi juga jasa (Pasal
1383 — Pasal 1384 KUH Perdata). Pembayaran ini merupakan tindakan
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pemenuhan perjanjian yang dilakukan secara sukarela yang artinya tidak
melalui eksekusi oleh pengadilan. Menurut Subekti, pembayaran tidak hanya
dilakukan oleh pihak debitur, tindakan penyerahan (levering) kreditur juga
dikatakan sebagal pembayaran. KUH Perdata menyebutkan siapapun boleh
melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya. '™
Jadi, bak itu debitur sendiri atau pihak ketiga yang bertindak atas nama
debitur maka pembayaran tersebut berakibat pada hapusnya perikatan. Selain
itu, terjadi pula peralihan utang dari kreditur lama ke kreditur baru (pihak
ketiga yang membayarkan). Peristiwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak
ketigaini disebut sebagal subrogasi.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
(konsignasi)

Menurut Subekti, ini adalah suatu cara pembayaran yang harus
dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.’® Hal ini
berdasarkan Pasal 1404 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa dalam
hal kreditur menolak pembayaran, s debitur akan melakukan penawaran
pembayaran tunal atas utangnya, dan jika si kreditur tetap menolaknya maka
debitur akan menitipkan uang tersebut kepada pengadilan setempat.
Penawaran pembayaran tunai hanya mungkin dilakukan dalam bentuk
perjanjian yang pembayarannya dengan uang atau dalam bentuk perjanjian
menyerahkan suatu benda bergerak. Kemudian, ada 7 (tujuh) syarat yang
harus dipenuhi dalam pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau
konsignasi, yaitu ;'

1. Penawaran pembayaran harus langsung dilakukan kepada kreditur dan ini
merupakan syarat formal yang harus dilakukan oleh debitur.

%! 5rj Soesilowati, et.al., op. cit., hal. 157.
192 Subekti (a), op.cit., hal. 69.

% saim H.S. (a), op. cit., hal. 192.
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2. Penawaran harus dilakukan oleh seorang yang berkewajiban melakukan
pembayaran, yaitu pihak debitur atau pihak ketiga, yang bertindak untuk
dan atas nama debitur.

3. Penawaran pembayaran yang dilakukan harus untuk seluruh utang yang
sudah waktunya ditagih, ditambah bunga dan ongkos-ongkos yang sudah
dikeluarkan yang akan diperhitungkan dibelakang hari.

4. Pembayaran yang ditawarkan harus berbentuk mata uang resmi yang sah
sebagai aat pembayaran.

5. Penawaran harus dilakukan pada saat pembayaran yang diperjanjikan telah
tiba waktunya.

6. Penawaran harus dilakukan ditempat yang telah ditentukan dalam
perjanjian.

7. Penawaran harus dilakukan oleh notaris atau juru sita, yang didampingi
oleh dua orang saksi (Pasal 1405 KUH Perdata).

c. Pembaharuan utang (novasi)
Pembaruan utang atau novasi adalah suatu perjanjian yang dihapuskan
dan ketika itu juga lahir perjanjian baru. Ini merupakan pengertian secara
sempit karena dalam KUH Perdata sebenarnya novas ini tidak hanya
mengenai objek perjanjian saja tapi juga bisa karena subjeknya contohnya,
subrogasi dan cessie. Menurut Pasal 1413 KUH Perdata terdapat 3 (tiga)
macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaruan utang atau novasi, yaitu :
1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna
orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama.

2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang
berutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

3. Apabila sebagai akibat suatu perjgjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk
untuk menggantikan kreditur lama terhadap siapa si berutang dibebaskan

dari perikatannya.

Novasi yang pertama dikenal sebagai novas objektif karena yang

diperbaharui adalah objeknya perjanjian, sedangkan novasi yang kedua dan
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ketiga dikena sebagai novas subjektif. Novasi subjektif dibagi menjadi 2
(dua), yaitu novas subjektif pasif (debiturnya ganti) dan novasi subjektif aktif
(krediturnya ganti).

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah suatu cara penghapusan
utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang
secara timbal balik antara kreditur dan debitur.*** Menurut Salim H.S., syarat
terjadinya kompensasi adalah :
1. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang, atau
2. Berpokok padajumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama,

atau

3. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.

Terjadinya perjumpaan utang atau kompensasi dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
1. Kompensas yang terjadi demi hukum
Adalah suatu perjumpaan utang yang terjadi tanpa adanya
pemberitahuan dan permintaan dari pihak debitur dan kreditur (Pasal 1426
KUH Perdata).
2. Kompensas yang terjadi atas permintaan kedua belah pihak
Adalah kompensas yang terjadi atas dasar persetujuan antara
debitur dan kreditur (Pasal 1431 KUH Perdata).

e. Percampuran utang

Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai seorang
yang berutang (debitur) dengan kedudukan sebagai seorang yang memiliki
piutang (kreditur) menjadi satu (Pasal 1436 KUH Perdata). Akibatnya adalah
hapusnya utang piutang tersebut demi hukum (secara otomatis). Percampuran
utang ini biasanya terjadi dalam hal pewarisan, yang mana s debitur
merupakan ahli waris atau ditunjuk sebagai ahli waris oleh krediturnya.
Sehingga secara otomatis kedudukan debitur berubah menjadi kreditur.

104 Subekti (a), op.cit., hal. 72.
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f. Pembebasan utang
Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur
kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.’®® Pembebasan
suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan (Pasal 1438
KUH Perdata). Pembebasan utang ini diatur dalam Pasal 1438 — Pasal 1443
KUH Perdata.

g. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang terutang adalah hancurnya, tidak dapat
diperdagangkan, atau hilangnya barang terutang sehinggatidak diketahui sama
sekali apakah barang tersebut masih ada atau tidak. Dengan begitu hapusliah
perikatan antara para pihak asal barang tersebut musnah atau hilang di luar
kesalahannya debitur dan sebelum debitur dinyataan lalai oleh kreditur.
Mengenai musnahnya barang yang terutang ini diatur dalam Pasal 1444 dan
Pasal 1445 KUH Perdata.

h. Kebatal an/pembatalan

Kebatalan/pembatalan diatur dalam Pasal 1446 — Pasal 1456 KUH
Perdata. Pembatalan maksudnya adalah batalnya suatu perjanjian harus
dimintakan, bukan berarti batal secara otomatis (batal demi hukum). Adapun
yang menyebabkan terjadinya pembatalan erat kaitannya dengan syarat
subjektif sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan dan kecakapan seseorang
melakukan perbuatan hukum (Pasal 1320 KUH Perdata). K esepakatan berarti
para pihak dalam memberikan kata sepakat tidak dalam keadaan khilaf atau
dipaksa atau ditipu (Pasal 1321 KUH Perdata). Kecakapan berarti para pihak
sudah dewasa (21 tahun) dan tidak berada di bawah pengampuan.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pembatalan,
yaitu ;1%
1. Pembatalan secara aktif

1% salim H.S. (a), op. cit., hal. 197.
1% Subekti (a), op.cit., hal. 75-76.
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Terjadi dengan pengajuan tuntutan pembatalan perjanjian di depan
hakim. Pembatalan secara aktif ini ada jangka waktunya yaitu 5 (lima)
tahun sgjak diketahuinyatidak terpenuhinya syarat perjanjian tersebut.

2. Pembatalan secara pasif

Merupakan pembatalan dengan pembelaan, yang mana menunggu

sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian, saat itulah

baru mengajukan pembelaan atau kekurangan atas perjanjian tersebut.

i. Berlakunyasuatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan
menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula,
seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUH Perdata). Dengan
begitu, syarat batal mewgjibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang
telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Syarat batal ini
dianggap selalu ada pada perjanjian timbal balik (Pasal 1266 KUH Perdata),
seperti jual beli, sewa menyewa, dll.

j.  Lewatnyawaktu
Dauwarsa atau lewatnya waktu adalah “Suatu alat untuk memperoleh
sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu
waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang”.**” Akibatnya adalah hilangnya hak untuk menuntut di depan hakim.
Ada 2 (dua) macam daluwarsa, yaitu :'%
1. Dauwarsaacquisitieve
Adalah daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda.
Syaratnya adalah harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda
tersebut. Contohnya A menguasai tanah pekarangan tanpatitle selama 30
(tiga puluh) tahun tanpa ada gangguan dari pihak ketiga maka secara
hukum tanah pekarangan tersebut adalah menjadi milik A (Pasal 1963
KUH Perdata).

197 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 1946,
1% Subekti (a), op.cit., hal. 77.
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2. Dauwarsaextinctieve
Adalah untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan).
Contohnya, A utang pada B Rp 10.000.000, dalam waktu 30 (tiga puluh)
tahun B tidak pernah menagih kepada A, maka secara hukum A
dibebaskan untuk membayar utangnya pada B (Pasal 1967 KUH
Perdata).

Adapun tujuan dari lembaga daluwarsa adalah untuk melindungi
kepentingan masyarakat dan untuk melindungi s berutang dengan cara
mengamankannya terhadap tuntutan yang sudah kuno/ lampau. Tanpa adanya
lembaga ini, pihak debitur atau ahli warisnya dapat dituntut dalam waktu
yang berkepanjangan untuk melunasi suatu utang.

2.10. Addendum Perjanjian

Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu perjanjian. Dalam
Black's Law Dictionary dikatakan bahwa addendum merupakan “Something to be
added, especially to a document;a supplement”.'® Pada dasarnya, “jika saat
kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam
kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang
belum diatur tersebut. Untuk itu, ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut
harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sama seperti kontrak yang telah dibuat.
Pengaturan ini umum disebut dengan addendum atau amandemen”.™® Suatu
addendum juga beris ketentuan yang merubah, memperbaiki, atau merinci lebih
lanjut isi dari suatu perjanjian yang telah dibuat. Adapun klausula yang mengatur
tentang addendum biasanya dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian.
Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, addendum tetap
dapat dibuat sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak, dengan tetap
memperhatikan ketentua n dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

109

Black’'s Law Dictionary, Ninth Edition, op. cit., hal. 43.
19 Frans Satriyo Wicaksono, Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak, Cetakan
I, (Jakarta: Visimedia, Juni 2009), hal. 66.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN WANPRESTAS

3.1. Perbuatan Melawan Hukum

3.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”.*** Pada Pasal tersebut terdapat kata “melanggar”, yang menurut
doktrin merupakan pengertian sempit dari perbuatan melawan hukum. Hal ini
sebagaimana dikatakan Wirjono Projodikoro bahwa :*2

“Istilah  onrechtmatigedaad dalam bahasa Belanda lazimnya
mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipaka dalam Pasal 1365
KUH Perdata dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari
Pasal tersebut, sedang kini istilah Perbuatan Melanggar Hukum
ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan
yang sebagian terbesar merupakan hukum adat” .

Kemudian, dari Pasal tersebut juga terlihat bahwa undang-undang tidak
merumuskan secara detal mengena perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad). Perumusan tersebut diserahkan pada doktrin dan
yurisprudensi.*® Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai perbuatan

melawan hukum, yaitu :

a. Menurut Hoge Raad Nederlands sebelum 1919, perbuatan melawan
hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika

orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.***

"Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), loc. cit., Ps. 1365.

12 Wirjono Prodjodikoro (&), Perbuatan Melanggar Hukum, (Bandung: Sumur Bandung,
1993), hal. 7.

3 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan 11, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1982), hal. 56.

4 Rosa Agustina, op. cit., hal. 37.
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b. Menurut Common Law, Tort atau perbuatan melawan hukum adalah suatu
kesalahan perdata, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu
yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dengan melanggar hak dan
kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum yang bukan timbul kontrak
atau trust, yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang
diakibatkannya.

c. Menurut Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, perbuatan melawan
hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau
perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban
menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut
hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam
pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya
alasan pembenar menurut hukum.**

d. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau
kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan
dengan kewgjiban hukum s pelaku atau bertentangan, baik dengan
kesusilaan baik, maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam
pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.**’

e. Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau
tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan
kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu

lintas masyarakat.™®

3.1.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Mariam Darus adalah
sebagai berikut :**°

3 1pid., hal. 21.
118 bid., hal. 8.
7'M .A. Moegni Djojodirdjo, op. cit., hal. 26.

118 Mariam Darus Badrulzaman (b), KUH Perdata Buku Il Hukum Perikatan dengan
Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 147-148.

"% Mariam Darus Badrulzaman, et. al ()., op.cit., hal. 106-107.
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Harus ada perbuatan

Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif,
artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan aktif
maksudnya seseorang dengan sengga melakukan perbuatan yang
merugikan orang lain, contohnya memukul. Perbuatan pasif maksudnya
seseorang yang dengan diam sgja atau tanpa ia melakukan apa-apa
mengakibatkan kerugian bagi orang lain, contohnya tidak memberikan

informasi ada rencana pembunuhan.

Perbuatan tersebut harus melawan hukum

Awalnya, perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
mengandung arti yang sempit yaitu perbuatan yang bertentangan dengan
kewgjiban dan hak hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain
bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan
perbuatan melawan undang-undang (onwetmatigedaad).® Ha ini
dipengaruhi oleh garan legisme yang ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6
Januari 1905 dalam perkara Snger Naaimachine dan perkara Zutphense
Juffrouw pada 10 Juni 1910. Namun, pengertian perbuatan melawan
hukum mengalami perubahan menjadi lebih luas sgjak adanya putusan
Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum.
Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak hanya
melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan
dengan kewagjiban hukum s pelaku dan melanggar hak subjektif orang
lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis,
contohnya norma kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian, dll. Hal yang serupa
juga dikemukakan oleh Molengraaff yang menyatakan bahwa perbuatan
melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga
melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.

Adanyakerugian

Notulen rapat ...,
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Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut harus
menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil
merupakan kerugian yang dapat dihitung (secara fisik) seperti biaya, rugi,
dan bunga. Kerugian immateril merupakan kerugian yang tidak dapat
dihitung (tidak ada tolak ukurnya/abstrak/sifatnya kejiwaan) seperti nama
baik, rasa takut, trauma, dll. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada
ketentuan khusus yang mengatur mengenai besarnya ganti rugi yang harus
dibayarkan dalam perbuatan melawan hukum. Lain halnya dengan
wanprestas yang ketentuan ganti ruginya diatur dalam Pasal 1243 KUH
Perdata yaitu berupa biaya, rugi, dan bunga. Oleh karena itu dapat
dianalogikan bahwa pembuat undang-undang (KUH Perdata) sebetulnya
tidak membedakan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dan
kerugian akibat wanprestasi. Adapun yang membedakan adalah adanya
ganti rugi immateril dalam perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat
dilihat dalam Hoge Raad putusan tanggal 21 Maret 1943, perkara W.P.

Kreuningen v. van Bessum cs,, yaitu :

“Dalam menila kerugian yang dimaksud oleh Pasal 1371 KUH
Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat
idiil, sehingga hakim adalah bebas untuk menentukan
penggantian untuk kesedihan (smart) dan kesenangan hidup,
yang sesungguhnya dapat diharapkan  dinikmatinya
(gederfdelevensvreugde)”

Begitu juga dalam Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata yang
menyinggung ganti rugi immateril, yang mana perhitungannya dilakukan
secara ex aequo et bono (naar redelijkheid en billijkheid atau menurut
kelayakan dan kewajaran). Sehingga besarnya kerugian ditetapkan dengan
analogi/penaksiran, yang mana diusahakan agar si korban sebisa mungkin
dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan

hukum.

Notulen rapat ...,
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Adapun gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
menurut Mariam Darus Badrulzaman dapat berupa:
1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat

melawan hukum.

Yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata antara
lainialah %
1. Pengrusakkan barang (menimbulkan kerugian materil).
2. Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateril yaitu mengurangi
kenikmatan atas sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri

tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu
dengan kerugian
Pada hukum perdata, gjaran kausalitas ini penting untuk meneliti
adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Ada
3 (tiga) macam teori yang menjelaskan tentang kausalitas, yaitu :

1. Teori Conditio Sne Qua Non
Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, yang melihat bahwa
tiap-tigp masalah yag merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat
adalah menjadi sebab dari akibat. Untuk memperjelas teori ini, M.A.

Moegni Djojodirdjo memberikan contoh sederhana :

“A memukul B sehingga mendapat Iuka ringan pada kulitnya,
yang tidak akan mengakibatkan matinya B. Tapi B

122 Rosa Agustina, op. cit., hal. 62.
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membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki
menuju rumah dokter. Ditengah perjalanan B ditabrak mobil C
yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati
sekitika’ '

Menurut teori ini perbuatan A memukul B juga dianggap
sebagai syarat matinya B, walaupun sebenarnya si B mati setelah
ditabrak olen mobil C. Teori ini mendapat kritik karena ruang
lingkupnya yang terlalu luas sehingga tidak digunakan dalam bidang
hukum perdata.

. Teori Adequat

Teori ini dikemukakan oleh Von Kries, yang mengajarkan
bahwa perbuatan yang harus dianggap sebab dari akibat yang timbul
adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan.
Perbuatan yang seimbang ini dihitung berdasarkan kelayakannya sesuai
pertimbangan hakim. Pada teori Scholten juga digunakan kriterium
“kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh Van
Schellen.**

3. Teori Toerekening Naar Redelijkheid (TNR)

Teori ini dikemukakan oleh Koster dalam pidatonya tahun
1962 yang berjudul “Kausalitet dan Apa Y ang Dapat Diduga’, inti dari
pidatonya menjelaskan bahwa :*°
a) Sifat kgjadian yang menjadi dasar tanggung jawab.
b) Sifat kerugian.
c) Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga.
d) Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk
membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan
financial pihak yang dirugikan.

Notulen rapat ...,
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Teori kausalitet ini dapat dilihat dalam Hoge Raad tanggal 20 Maret
1970, 251 yang duduk perkaranya sebagai berikut :

“Pada suatu kecelakaan yang menimpa sebuah mobil
tangki minyak, telah tumpah minyak sebanyak 7000 liter
dari tangki tersebut ke tanah. Kecelakaan itu terjadi di suatu
tempat penampungan air (disekitar kota Leeuwaarden).
Sebuah perusahaan air ledeng disana segera mengambil
tindakan untuk mencegah pengotoran air minum. Si
pengemudi mobil tangki yang dituntut untuk membayar
ganti rugi mengemukakan alasan bahwa sebelumnya tidak

mencljzléga bahwa ia berada di daerah tempat penampungan

ar”.
Hoge Raad berpendapat bahwa si pengemudi tetap bertanggung jawab
atas kerugian perusahaan air ledeng tersebut, walaupun ia tidak tahu
sebelumnya kalau ia berada di daerah penampungan air. Jadi, disini
yang dilihat adalah akibatnya yaitu pencemaran lingkungan di
penampungan air tersebut.

Adanya kesalahan

Dengan dicantumkannya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUH
Perdata, pembuat undang-undang bermaksud menekankan bahwa pelaku
perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkannya. Istilah kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti
kealpaan (onachtzaamheid), yang berarti lawan dari kesengajaan.
Kesalahan mencakup 2 (dua) pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas
dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat
kealpaan dan kesenggjaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit hanya
berupa kesengagjaan.

Menurut Vollmar, kesalahan dapat diartikan dalam arti subjektif
dan dalam arti objektif. Dalam arti subjektif berarti dilihat dari pelakunya,
apakah perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan atau tidak,

Notulen rapat ...,
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apakah keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia dapat menyadari
maksud dan arti perbuatannya dan apakah si pelaku pada umumnya dapat

dipertanggung  jawabkan.**’

Kemudian, dalam arti objektif berarti
memperkirakan apakah dalam suatu kondisi tertentu manusia normal akan
mel akukan perbuatan tersebut atau tidak.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah schuld (kesalahan)
dalam beberapa arti, yaitu :'?®

1. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang
ditimbulkan karena perbuatan tersebut.

2. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan.

3. Sifat melawan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
1366 KUH Perdata bahwa “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja
untuk Kkerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.**

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada
apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah
menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau
harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk
melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.**°

3.1.3. Hal-hal Yang Menghilangkan Sifat Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana hukum pidana, begitu juga dengan hukum perdata,

adakalanya perbuatan melawan hukum mendapat alasan pembenar. Alasan

pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu

perbuatan. Ada 4 (empat) alasan pembenar yang telah diterima dan diakui,

yaitu :

a

K eadaan memaksa (Over macht)

Notulen rapat ...,
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128 Rosa Agustina ,op.cit., hal. 47-48.
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Keadaan memaksa (Overmacht) adalah suatu kejadian, paksaan
atau dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang intinya mengatakan
bahwa debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila karena Overmacht.
Selain sebagai alasan pembenar, ada juga yang berpendapat kalau
overmacht dapat dijadikan sebagal alasan pemaaf
(schulduitsluitingsgrond). Overmacht dapat bersifat mutlak atau relatif.
Bersifat mutlak jika setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan
perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum.**
Bersifat relatif jika seorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh
karena suatu keadaan, dimana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut
daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat

besar.}*

Pembelaan darurat atau bela paksa

Pembelaan darurat atau bela paksa adalah suatu keadaan yang
mana seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri
sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang
tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Jika perbuatan tersebut merupakan
bela paksa maka sifaa melawan hukumnya menjadi hilang. Untuk
menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela paksa, harus ada
serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan tersebut tidak boleh

melampaui batas (serangannya).

M el aksanakan ketentuan undang-undang

Dalam hal suatu perbuatan melawan hukum menjadi hilang sifat
melawan hukumnya apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan
undang-undang. Contohnya, algojo hukuman mati yang melaksanakan
hukuman mati (merampas nyawa manusia), poliss yang menahan

seseorang dan merampas kemerdekaannya, hakim yang menghukum

Notulen rapat ...,
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terdakwa, tidak melakkukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang
tersebut disalahgunakan atau dalam hal detournement de pouvoir.*®

d. Melaksanakan perintah atasan
Perbuatan melawan hukum yang hilang sifat melawan hukum
karena perbuatan tersebut merupakan perintah atasan yang berwenang.
Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa
yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Pada
praktiknya, alasan ini tidak begitu penting karena yang digugat biasanya
penguasa (yang memberi perintah) bukan bawahan (pegawai) yang

melakukan perbuatan tersebut.

3.2. Wanprestasi
3.2.1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestas erat kaitannya dengan pemenuhan prestasi atas perjanjian
yang dibuat oleh para pihak. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata wanprestasi
adalah ;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau
dengan sebuah akta sgjenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi
perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang
harus dianggap lala dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang (debitur)
dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi (peringatan) oleh
kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan 3 (tiga) kali oleh
kreditur atau juru sita™* Pada praktiknya terkadang somasi yang diberikan
belum sampai 3 (tiga) kali tapi debitur sudah dapat dikatakan wanprestasi oleh
kreditur. Hal ini tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak,

133 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung:
Alumni, 1982), hal. 24.

134 saim H.S. (a), op. cit., hal. 180.
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mengenai kapan salah satu pihak dikatakan wanprestasi (asas kebebasan

berkontrak). Setelah diberikan somasi namun debitur tetap tidak memenuhi

prestasinya maka kreditur dapat menyatakan bahwa debitur wanprestasi dan
mengajukannya ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Di pengadilaniah
akan diputuskan apakah debitur wanprestas atau tidak.

Menurut doktrin ada beberapa pengertian wanprestasi, yaitu :

a. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati
dalam perikatan.'®

b. Wanprestas adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban
sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur
dengan debitur.**

c. Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apayang
dijanjikannya atau melanggar perjanjiannya.’*’

d. Wanprestass berarti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak
berprestasi  (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat
dipersalahkan.**®

e. Menurut R. Setiawan, wanprestas adalah jika debitur tidak melaksanakan
kewajibannya dalam memenuhi prestasi bukan karena keadaan memaksa
(overmacht).

f. Menurut J. Satrio, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenunhi
janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuaannya
itu dapat dipersalahkan kepadanya.

g. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi terjadi apabila pihak berwajib
sama sekali tidak melaksanakan janji, pihak berwagjib terlambat dalam
melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak

semestinya **®

135 Abdulkadir Muhammad (a), op. cit., hal. 241.

138 slim H.S. (a), loc. cit. hal. 180.
37 Subekti (a), op.cit., hal. 45.

% Hendri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka
Y ustisia, 2009), hal. 79.

3% Wirjono Prodjodikoro (b), Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan VII, (Bandung:
Sumur, 1973), hal. 44.
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Menurut Subekti, ada 4 (empat) bentuk wanprestasi yang dilakukan
debitur :**°
a. Tidak melakukan apayang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan.
c. Melakukan apayang dijanjikannyatetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3.2.2. Akibat Adanya Wanprestasi
Pihak (debitur) yang tidak memenuhi prestasinya bak itu karena
kesengajaan maupun kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya
(kreditur). Oleh karena itu, kreditur berhak untuk menuntut atau memaksa
pihak lainnya (debitur) untuk memenuhi prestasinya, atau menuntut
pembatalan perjanjian diserta dengan penggantian kerugian (Pasal 1267 KUH
Perdata). Dengan adanya wanprestasi bukan berarti perikatannya berakhir.
Disini kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi,
apabila ia terlambat memenuhi prestasi.'* Selain meminta pemenuhan atas
prestasinya, ada satu alternatif lagi yaitu dengan meminta ganti rugi kepada
debitur.
Menurut Subekti ada beberapa akibat dari timbulnya wanprestasi, yaitu
:142
a. Ganti rugi
Yang dimaksud kerugian adalah meliputi biaya, rugi, dan bunga
(Pasal 1243 KUH Perdata). Biaya adalah segala pengeluaran atau
perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.*** Rugi
adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian s debitur.'* Bunga adalah kerugian yang

10 subekti (a), loc.cit., hal. 45.

! salim H.S. (a), loc. cit. hal. 180.
142 Subekti (a), loc.cit.

3 |bid., hal. 47.

I pid.
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berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh
kreditur.'® Mengenai penuntutan ganti rugi ini, undang-undang
memberikan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi.
Sehingga debitur yang lala atau alpa masih dilindungi oleh undang-
undang dari kesewenang-wenangan kreditur. Adapun ketentuannya dapat
dilihat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata yang membatasi
bahwa debitur hanya diwajibkan membayar kerugian yang dapat diduga
dan yang merupakan akibat langsung dari wanpretasi. Pernyataan dapat
diguga dan akibat langsung dari wanprestasi ini erat kaitannya dengan
teori-teori sebab akibat, yang mana suatu peristiwa tertentu mengakibatkan
peristiwa lainnya dan menurut pengalaman masyarakat dapat diduga akan
terjadi.

Selain itu masih ada pembatasan lainnya yaitu mengenai bunga
moratoir. Bunga moratoir adalah bunga yang harus dibayar (sebagai
hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya’
Pembatasan bunga ini ada yang berdasarkan undang-undang dan ada yang
berdasarkan perjanjian. Menurut undang-undang (yaitu Lembar Negara
tahun 1948 No. 22) besarnya bunga adalah 6 (enam) persen [Pasal 1767
KUH Perdata]. Menurut perjanjian, bunga tersebut diperbolehkan asalkan
tidak melebihi bunga menurut undang-undang (Pasal 1250 jo. Pasal 1767
KUH Perdata).

Pembatal an perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian merupakan
tindakan yang bertujuan untuk membawa para pihak kembali pada
keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan perjanjian jika
dikaitkan dengan wanprestas salah satu pihak, termasuk ke dalam
perikatan bersyarat. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya bahwa
perikatan bersyarat dibagi 2 (dua), yaitu syarat tangguh dan syarat batal.
Pembatalan perjanjian ini masuk ke dalam perikatan dengan syarat batal.

Notulen rapat ...,
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Alasannya karena undang-undang memandang kelalaian debitur itu
sebagai suatu syarat batal yang dianggap dicantumkan dalam setiap
perjanjian. Batal disini bukan berarti perjanjian (perikatannya) batal secara
otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalannya kepada hakim
(Pasal 1266 KUH Perdata). Dengan begitu, bukan wanprestasi debiturlah
yang membatalkan perjanjian tetapi putusan hakim. Adapun putusan
hakim disini adalah putusan yang bersifat konstitutif. Putusan konstitutif
adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan
hukum.**” Sehingga nanti putusannya bukan berbunyi “Menyatakan batal”
melainkan “Membatalkan”. Menurut garan yang baru, hakim juga
memiliki kekuasaan discretionair, yaitu kekuasaan untuk menilai besar
kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat
pembatalan perjanjian yang mungkin menimpa si debitur. Contohnya, si
penjahit yang telah menerima pekerjaan borongan untuk 1 (satu) batalyon
tentara, kelalaiannya hanya ada pada kurang baiknya kancing-kancing
yang dipakainya, maka besar kemungkinan hakim akan menolak
permintaan pembatalan perjanjian tersebut. Hal ini  memberikan
perlindungan pada debitur sehingga kreditur tidak bisa seenaknya meminta
pembatalan perjanjian.
Ada 3 (tiga) gugatan yang mungkin diajukan kreditur yang merasa
dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu :**®
a. Secara Parate Executie
Kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada

debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan

bertindak secara eigenrichting (menjadi hakim sendiri secara bersama-

sama). Pada praktiknya, parate executie berlaku bagi perikatan-perikatan

yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

17 sudikno Metrokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi VI, (Y ogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 229.

148 Affan Mohammad, “Perjanjian Perdamaian Sebagai Suatu Penyelesaian Wanprestasi

Dalam Perjanjian Investasi Bidang Foreign Exchange Antara Tuan A dan Tuan B; Suatu Studi
Kasus,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 53-54.
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b. Secara Arbitrage (Arbitrase) atau perwasitan
Karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak
debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk
menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit
(arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka
pihak kreditur dan debitur harus mentaati setiap putusan, walaupun
putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

C. Secara Rieele Executie
Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur
melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar
dan nilai ekonomisnyatinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak
ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara parate executie, maka
penyelesaian perkara ditempuh dengan rieele executie di depan hakim di
pengadilan.

Peralihan resiko

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikaterjadi suatu
peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang
menjadi objek perjanjian.’*® Resiko ini erat kaitannya dengan keadaan
memaksa (overmacht atau force major). Hal ini digambarkan dalam Pasal
1237 KUH Perdata yang intinya mengatakan bahwa dalam perikatan untuk
memberikan suatu kebendaan tertentu, sgjak perikatan itu lahir, benda
tersebut adalah atas tanggung jawab s berpiutang. Namun, apabila s
berutang lalai untuk mengembalikan kebendaan tersebut kepada s
berpiutang maka saat itulah resiko beralih ke si berutang. Begitu juga
dengan Pasal 1460 KUH Perdata yang mengatakan bahwa barang yang
sudah ditentukan untuk dibeli, sejak saat pembelian adalah atas tanggung
jawab pembeli, meskipun penyerahan barangnya belum dilakukan. Resiko
baru beralih ketika penjual lalai menyerahkan barangnya kepada si
pembeli. Namun, dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 1963 yang

Notulen rapat ...,
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menyatakan bahwa Pasal 1460 - Pasal 1462 KUH Perdata tidak berlaku
lagi mengakibatkan barang yang dibeli selama belum diserahkan/sampai
pada pembeli, resikonya masih ada pada penjual. Ketentuan SEMA ini
dikeluarkan guna untuk melindungi kepentingan pembeli.

Membayarkan biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di pengadilan

Hal ini diambil dari ketentuan hukum acara, yang mana pihak yang
dikalahkan diwajibkan untuk membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat 1
H.L.R.).

3.2.3. Hal-ha Y ang Meniadakan Tuduhan Wanprestas

Debitur yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan

alasan-alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman. Pembelaan tersebut

dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a

Notulen rapat ...,

Keadaan Memaksa (overmacht atau force major)

Dengan adanya keadaan memaksa, debitur berusaha menunjukkan
bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal
yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat
apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan
tersebut. Dengan kata lain, tidak terlaksananya atau keterlambatan dalam
pemenuhan perjanjian bukanlah akibat dari kelalaiannya. Sehinggaia tidak
dapat dikatakan bersalah atau alpa. Orang yang tidak bersalah tidak boleh
dijatuhi sanksi-sanks yang diancam atas kelalaian. Hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 1244 dan Pasa 1245 KUH Perdata yang dapat
dissmpulkan bahwa suatu keadaan memaksa itu suatu kejadian yang tak
terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggung jawabkan sehingga
oleh karenanya meniadakan kewajiban untuk membayar ganti rugi (biaya,
rugi, dan bunga). Dalam hal ini tentunya si debitur harus membuktikannya
terlebih dahulu bahwa ia berada dalam keadaan memaksa.

Menurut para sarjana, keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu keadaan memaksa yang bersifat absolut dan keadaan memaksa yang
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bersifat relatif. Keadaan memaksa yang bersifat absolut itu seperti bencana
aam atau kecelakaan-kecelakaan yang begitu hebatnya hingga
menyebabkan debitur tidak mungkin menepati janjinya. Keadaan
memaksa yang bersifat relatif itu sebenarnya masih dimungkinkan untuk
melaksanakan perjanjian tetapi pihak debitur harus melakukan
pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak sepantasnya
kreditur menuntut pelaksanaan perjanjian, contohnya dikeluarkannya

peraturan pemerintah yang melarang impor barang tertentu.

S berpiutang (kreditur) lala terlebih dahulu (exceptio non adimpleti
contractus)

Bahwa si debitur yang dituduh lalai dan dituntut untuk membayar
ganti rugi menyatakan kalau s kreditur sendiri juga tidak menepati
janjinya terlebih dahulu. Dalam setiap persetujuan/perjanjian yang
bertimbal balik selalu menghasilkan kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi oleh para pihak. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada
pihak lawannya ,” Jangan menganggap saya lalai, kalau kamu sendiri juga
sudah melaaikan kewajibanmul!”.

Mengenai exception non adimpleti contractus dapat membebaskan debitur
dari tuntutan ganti rugi tidak ada ketentuannya dalam undang-undang,
namun diatur dalam suatu yurisprudensi.

Pelepasan hak tagih oleh si berpiutang (rechtsverwerking)

Berarti suatu sikap dari pihak kreditur yang mana pihak debitur
dapat menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti
rugi. Misalnya, s pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak

memenuhi kualitas atau mengandung cacat tetapi barang itu dipakainya.**

Notulen rapat ...,

%0 |pid., hal. 58.
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BAB 4
ANALISIS KASUSNOTULEN RAPAT SEBAGAI DASAR PEMUTUSAN
PERJANJIAN SEPIHAK ANTARA PT. HASEDA REMINDO DENGAN
PT. CALTEX PACIFIC INDONESIA
(Putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JK T.PST, Putusan No.717/PDT/2000/PT.
DK, Putusan Mahkamah Agung No. 2358/K/PDT/2003)

4.1. Uraian Putusan
4.1.1. Kasus Posis

Pada tanggal 28 September 1998, PT. Haseda Remindo selaku pemenang
tender yang diselenggarakan PT. Caltex Pacific Indonesia sepakat untuk
menandatangani Letter of Intent.” Penandatanganan Letter of Intent tersebut
mengharuskan PT. Haseda Remindo memberikan performance bond (jaminan
pelaksanaan) sebesar tidak kurang dari 5% nilai kontrak kerja. Isi dari Letter of
Intent tersebut salah satunya mewagjibkan PT. Haseda Remindo menyediakan 33
(tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar
minyak) pada tanggal 26 Oktober 1998 di gedung kantor PT. Caltex Pacific
Indonesia secara seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan
atas nama PT. Haseda Remindo.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1998, PT. Haseda Remindo dan PT.
Caltex Pacific Indonesia sepakat membuat perjanjian untuk pemberian jasa-jasa
pengangkutan darat dengan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan
pengemudi tanpa bahan bakar minyak) sesuai dengan Surat Perjanjian No.
021/JGS-P-C/98 yang kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya
akan disebut sebagal "perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat”.
Berdasarkan Letter of Intent dan perjanjian ini dikatakan bahwa salah satu
kewagjiban PT. Haseda Remindo adalah menyerahkan 33 (tiga puluh tiga)

Yl etter of Intent atau yang biasa discbut Memorandum of Intent secara teori

dimaksudkan sebagai kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.
Dengan kalimat lain, letter of intent ini sering diberikan sebagai langkah awal untuk memulai
negosiasi untuk menuju kepada pembentukan Perjanjian.
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kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) secara
seketika, seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama PT.
Haseda Remindo untuk melaksanakan pekerjaan jasa-jasa pengangkutan darat
untuk keperluan kegiatan operasi PT. Caltex Pacific Indonesia di Jakarta dan
daerah-daerah yang ditentukan selama 2 (dua) tahun sgjak tanggal 1 November
1998 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2000, dengan nilai kontrak kerja
sebesar Rp 9.935.600.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh limajuta
enam ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya PT. Haseda Remindo tidak dapat
memenuhi kewajibannya tersebut sehingga dengan demikian PT. Haseda
Remindo telah lalai/ingkar janji kepada PT. Caltex Pacific Indonesia. Menurut
perjanjiannya, apabila PT. Haseda Remindo lalai/ingkar janji maka PT. Caltex
Pacific Indonesia akan mengenakan denda sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Namun, faktanya denda tersebut tidak pernah dikenakan kepada PT. Haseda
Remindo. Kemudian, dalam perjanjiannya juga dikatakan bahwa jangka waktu
yang diberikan untuk memperbaiki keingkaran/kelalaian maksimum 30 (tiga
puluh) hari kalender. Apabila PT. Haseda Remindo tetap lalai maka PT. Caltex
Pacific Indonesia dapat memutuskan perjanjian.

Pada tanggal 3 November 1998 para pihak bertemu dan membicarakan
mengenai perubahan batas waktu tanggal penyerahan 33 (tiga puluh tiga)
kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) menjadi 9
November 1998, serta pengenaan sanks pemutusan perjanjian dan pencairan
performance bond apabila PT. Haseda Remindo tetap lalai/ingkar janji. Hasll
pertemuan tersebut dituangkan ke dalam suatu notulen rapat yang kemudian

disetujui dan ditandatangani oleh para pihak.

Ternyata sampai tanggal 9 November 1998, PT. Haseda Remindo tetap
tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan 33 (tiga puluh tiga) unit
kendaraan ringan (dengan pengemudi tanpa bahan bakar minyak) kepada PT.
Caltex Pacific Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1998, PT. Caltex
Pacific Indonesia memutuskan perjanjian secara sepihak.
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4.1.2. Gugatan Para Pihak

Merasa dirugikan, PT. Haseda Remindo (Penggugat) melayangkan

gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindakan perbuatan melawan

hukum yang dilakukan PT. Caltex Pacific Indonesia (Tergugat). Penggugat

dalam gugatannya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1.
2.

Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan tindakan perbuatan
mel awan hukum.

Membayar kerugian materil sebesar Rp 4.026.600.000 (Empat milyar dua
puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Membayar kerugian immateril sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar
rupiah).

Membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta
rupiah) per hari jikatergugat lalai melaksanakan kewajiban untuk membayar
kepada penggugat.

Membayar biaya perkara.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada

perlawanan, banding, kasasi.

Menanggapi gugatan tersebut, tergugat dalam eksepsinya juga mengaj ukan

gugatan balik (rekonvensi) yang isinya:

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvens (tergugat).
Menyatakan tergugat rekonvensi (penggugat) telah melakukan wanprestasi.
Menghukum tergugat rekonvens (penggugat) untuk membayar ganti rugi
sebagaimana dijelaskan dalam posita penggugat rekonvensi (tergugat).
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.

4.1.3. Alasan/Pembelaan Para Pihak

Penggugat PT. Haseda Remindo mengemukakan aasan digukannya

gugatan perbuatan melawan hukum tersebut karena menurut penggugat tindakan
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pemutusan perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
menunjukkan bahwa tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia tidak beritikad baik
dalam melakukan perjanjian. Ini ditandai dengan diputuskannya perjanjian yang
baru berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Selain itu dalam perjanjian
dikatakan bahwa apabila penggugat lalai maka tergugat tidak akan serta merta
memutuskan perjanjiannya melainkan memberi denda terlebih kepada
penggugat. Menurut penggugat tindakan pemutusan perjanjian tersebut
bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 19 yang menyatakan bahwa
“Jangka waktu yang diperlulan bagi salah satu pihak untuk memberikan
pemberitahuan tertulis dalam hal pemutusan perjanjian adalah 60 (enam puluh)
hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian”. Selain itu menurut
penggugat, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus
dilakukan dengan itikad baik”. Akibat dari pemutusan perjanjian tersebut adalah
penggugat menderita kerugian baik itu kerugian materil maupun kerugian
immateril dengan total sebesar Rp 14.026.450.000 (Empat belas milyar dua

puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menanggapi gugatan penggugat, tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia
dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi yang mengatakan bahwa
penggugat PT. Haseda Remindo (tergugat rekonvensi) telah melakukan
wanprestas sehingga tergugat (penggugat rekonvensi) mengalami kerugian dan
akan meminta ganti rugi yang dialami tergugat sejak tanggal 1 November 1998
s/d 28 November 1998 (biaya, rugi, dan bunga) sebesar Rp 320.579.009,52 (tiga
ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan rupiah lima
puluh dua sen) dengan bunga 6% per tahun terhitung mulai 1 November 1998.
Bahwa sebelumnya tergugat sudah pernah memberikan kesempatan pada
penggugat untuk memenuhi kewagjibannya. Namun, sampai tanggal yang

ditetapkan (9 November 1998), penggugat tidak juga memenuhi kewajibannya.
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4.1.4. Putusan Hakim
a) Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu
putusan No. 152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2000 yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

- Menolak ekseps Tergugat.
Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan  Tergugat  Rekonvensi/Penggugat ~ melakukan
wanprestas atau ciderajanji/wanprestasi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayarr
ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp
320.579.009,52 (Tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh
sembilan ribu sembilan rupiah lima puluh dua sen) ditambah bunga
6% per tahun terhitung mulai tangga 1 November 1998 hingga
putusan atas perkaraini dapat dieksekusi.

4. Menolak tuntutan lain dan selebihnya.

5. Menghukum TergugatRekonvensi/Penggugat membayar biaya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi
Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvenss membayar biaya perkara
sebesar Rp 79.000,- (tujuh puuh Sembilan ribu rupiah).

b) Putusan Pengadilan Tinggi

Tidak puas dengan hasil putusannya, tanggal 20 Agustus 2000,
penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas
putusan pengadilan negeri tersebut. Pengadilan Tinggi Jakarta No.
717/PDT/2000/PT. DKI tangga 15 Maret 2001 memberikan putusan
bahwa:
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1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat

dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi tersebut.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22
Agustus 2000 No. 152/PDT.G/2000/PN. JKT. PST.

3. Menghukum pemohon banding (penggugat konvensi) untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding
dianggar sebesar Rp 100.000,-

c¢) Putusan Mahkamah Agung

Tidak puas dengan hasil putusan pengadilan tinggi,
penggugat/pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan
kasasi secara lisan pada tanggal 4 Desember 2001. Putusan Mahkamah
Agung No. 2358 K/Pdt/2003 menyatakan bahwa :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penggugat PT.
Haseda Remindo).

2.  Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasas sebesar Rp 200.000.-

4.2. Analisis Putusan

4.2.1. Kekuatan Hukum Notulen Rapat Sebagai Perjanjian Dalam Hukum

Indonesia

Berdasarkan kasus posisi di atas diketahui bahwa hubungan hukum antara
penggugat PT. Haseda Remindo dengan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia
bersumber dari perjanjian pemberian jasajasa pengangkutan darat yang
disepakati dan ditandatangani para pihak pada tanggal 26 Oktober 1998.
Sehingga menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian ini merupakan
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas pacta sur sevanda).
Adapun kewajiban PT. Haseda Remindo adalah menyerahkan 33 (tiga puluh
tiga) unit kendaraan ringan tersebut ke kantor tergugat PT. Caltex Pacific
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Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1998 untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana juga tertulis dalam Letter of Intent antara penggugat dan tergugat
tertanggal 28 September 1998. Namun, penggugat tidak dapat memenuhinya
sehingga penggugat dikatakan lalai/ingkar janji kepada tergugat. Kemudian,
berdasarkan perjanjian , penggugat diberikan kesempatan untuk memenunhi
kelalaiannya/keingkarannya dengan jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari
kalender. Namun, pada tanggal 3 November 1998, penggugat dan tergugat
mel akukan pertemuan yang isinya mengubah batas waktu pemenuhan menjadi 9
November 1998 dan memberikan sanksi pemutusan perjanjian serta pencairan

jaminan pelaksana apabila penggugat |alai/ingkar janji lagi.

Bahwa agar notulen rapat tersebut sah dan mengikat para pihak maka
harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-
syarat sah perjanjian, yaitu :

a) Sepakat

b) Cakap

C) Hal tertentu

d) Sebab yang haal

Putusan ini mengatakan bahwa para pihak (Penggugat PT. Haseda
Remindo dan Tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia) sepakat untuk
menyelenggarakan pertemuan yang diselenggarakan pada 3 November 1998
mengenai perubahan waktu penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan
ringan yang diberikan Tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada Penggugat
PT. Haseda Remindo. Yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertulis
berupa notulen rapat dan ditandatangani oleh para pihak. Dengan begitu syarat
sepakat sudah terpenuhi. Dikaitkan dengan pertimbangan hakimnya, dalam
putusannya tidak disinggung apakah para pihak dalam memberikan
kesepakatannya terbebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1322 — Pasal 1328 KUH Perdata karena perubahan jangka
waktu ini cenderung merugikan penggugat PT. Haseda Remindo, bukan

menguntungkannya.
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Bahwa untuk melakukan suatu perb uatan hukum, seseorang harusiah
cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu
sudah dewasaltidak di bawah umur yaitu sudah 21 tahun/sudah pernah menikah
dan tidak di bawah pengampuan. Adapun yang melakukan perbuatan hukum
disini adalah badan hukum yaitu perseroan terbatas (PT), yang menurut Pasal 92
ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) dikatakan bahwa Direks menjalankan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.™ Atau
dalam hal direksi berhalangan hadir/tidak dapat hadir, maka direks dapat
memberikan kuasa tertulis kepada salah satu karyawan perusahaan atau lebih
atau kepada orang lain untuk dan atas nama perusahaan guna melakukan
perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa'™
Dikaitkan dengan putusan ini, tidak diketahui apakah para pihak yang
menandatangani adalah pihak-pihak yang mempunya kecakapan dan
kewenangan untuk mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam KUH
Perdata dan UUPT. Dalam pertimbangan hakim pun tidak diberikan penjelasan
atau tanggapan mengena kecakapan dan kewenangan yang dimiliki para pihak
yang membuat perjanjian (notulen rapat) ini. Padahal menurut Pasal 178 ayat (1)
HIR dikatakan bahwa hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib
mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah
pihak. Namun, jika melihat respon dari para pihak yang tidak mengajukan
ekseps terkait kecakapan dan kewenangan disini maka dapat dianggap syarat
kecakapan dan kewenangan ini terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menjadi objek
perjanjian/prestasi yang diperjanjikan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dikaitkan dengan notulen
rapat maka yang menjadi objeknya adalah penyerahan ke 33 (tiga puluh tiga)
unit kendaraan ringan kepada tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia yang
diubah menjadi tanggal 9 November 1998 di kantor tergugat. Penyerahan

152 | ndonesia, Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN
No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 92 ayat (1).

158 |bid., Ps. 103.
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tersebut termasuk ke dalam tindakan memberikan sesuatu barang yang
berwujud, bergerak, dan benda yang akan ada, yaitu 33 (tiga puluh tiga)
kendaraan ringan. Dikatakan berwujud karena 33 (tiga puluh tiga) kendaraan
ringan tersebut dapat dilihat dan diraba>* Dikatakan bergerak karena 33 (tiga
puluh tiga) kendaraan ringan tersebut menurut sifatnya dapat berpindah atau
dipindahkan.' Dikatakan benda yang akan ada karena faktanya saat itu 33 (tiga
puluh tiga) kendaraan ringan tersebut belum ada namun akan ada pada saat
tanggal penyerahan yaitu 9 November 1998. Dengan begitu syarat mengenai
hal tertentu ini telah terpenuhi. Dikaitkan dengan pertimbangan hakimnya tidak
diberikan keterangan atau penjelasan mengenai sudah jelaskah objek dari
notulen rapat ini.

Dilihat dari causa perjanjian/sebab terjadinya perjanjian dikatakan bahwa
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,
dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian juga harus
dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Dikaitkan
dengan notulen rapat maka notulen ini dibuat dalam rangka untuk kepentingan
tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia karena penggugat lala melakukan
kewagjibannya yaitu menyerahkan 33 kendaraan ringan secara seketika,
seluruhnya, dan dengan bukti kepemilikan kendaraan atas nama penggugat pada
tanggal 26 Oktober 1998. Notulen ini juga dimaksudkan untuk memberikan
dorongan bagi penggugat agar memenuhi kewajibannya karena memuat sanksi
pemutusan perjanjian apabila penggugat PT. Haseda Remindo lalai lagi. Padahal
sanks atas kelalaian penggugat PT. Haseda Remindo sebenarnya telah diatur
dalam perjanjiannya, yang mana tergugat akan mengenakan denda apabila
penggugat lala memenuhi kewgjibannya. Hal ini memperlihatkan bahwa
notulen rapat ini mengenyampingkan/mengubah ketentuan yang telah ada dalam
perjanjian, yang menurut undang-undang (KUH Perdata) tidak dilarang selama
ada kesepakatan antara para pihak serta tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak). Dengan

> Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata (Hak-hak Yang Memberi
Kenikmatan), Jilid 1, Cetakan |, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2002), hal. 19.

15 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit., Ps. 509.
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begitu mengenai causa/sebab yang hala terpenuhi. Dikaitkan dengan
pertimbangan hakimnya tidak ada penjelasan atau keterangan yang
membicarakan soal sebab atau kausa dibuatnya notulen rapat ini. Padahal
menurut Pasal 178 ayat (1) HIR dikatakan bahwa hakim karena jabatannya
waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak
dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa notulen rapat tersebut
memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata dan diketahui pula bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak
sebagal undang-undang sgjak lahirnya perjanjian ( asas pacta sur servanda
[Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata] ) yaitu adanya kesepakatan para pihak yang
ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak.
Kemudian, dikaitkan dengan teori saat lahirnya perjanjian, menurut Subekti,
pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah
dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.'® Kesepakatan adalah telah
terjadinya kesepahaman/persamaan kehendak antara para pihak mengena isi
perjanjian, yaitu mengubah batas waktu penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit
kendaraan ringan menjadi tanggal 9 November 1998. Indonesia yang menganut
Civil Law memakai teori penerimaan (ontvangstheorie) yaitu kesepakatan
terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari
pihak lawan.”’ Artinya terjadi ketika jawaban telah diterima oleh pihak yang
menawarkan tanpa memperhitungkan sudah/belum dibacanya jawaban tersebut.
Dikaitkan kasus maka kedua pihak sama-sama telah menerima dan mengetahui
jawaban atas pertemuan mereka yaitu sepakat mengubah batas waktu
penyerahan 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan menjadi tanggal 9
November 1998.

Selanjutnya yang perlu diketahui adalah apakah notulen rapat tersebut
merupakan suatu addendurmyamandemen perjanjian dan mempunyai kekuatan
hukum dalam artian dapat dituntut pemenuhannya. Setiap perjanjian biasanya

memuat klausul tentang addendum pada bagian akhirnya. Pada dasarnya, suatu

158 Subekti (a), loc. cit., hal 15.
7 sdim H.S. (a), loc.cit., hal. 163.
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perjanjian yang telah lahir namun terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau
adanya perubahan atas apa yang telah diatur dalam perjanjian tersebut, dapat
dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur atau
ingin diubah tersebut.™® K eberadaan dari addendum itu sendiri sebenarnya tidak
terpisah dari perjanjian awanya karena addendum merupakan suatu
penyempurnaan/perinciian/pengubahan dari perjanjian yang telah dibuat.
Namun, dalam kasus ini, para pihak tidak menyatakan secara tegas bahwa
notulen rapat tersebut merupakan addendumyamandemen dari perjanjian
mereka. Menurut Pasal 1343 KUH Perdata jika dilihat dari maksud dan tujuan
dibuatnya, notulen rapat ini dimaksudkan untuk mengubah ketentuan Pasal 16
perjanjian pemberian jasajasa pengangkutan darat yang sebelumnya
menyatakan bahwa tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk memperbaiki keingkarannya yang
apabila tidak juga dipenuhi maka tergugat dapat memutuskan perjanjiannya
secara sepihak. Ketentuan tesebut diubah menjadi tanggal 9 November 1998
dengan konsekuensi apabila penggugat tetap lala maka tergugat akan
memutusan perjanjian dan mencairkan jaminan pelaksananya.  Ha ini
dimungkinkan jika mengingat penjelasan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337
KUH Perdata, para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa
sgja selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak), termasuk notulen rapat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa walaupun hakim dalam
pertimbangan hukumnya tidak menyatakan ataupun menegaskan keabsahan,
daya ikat, dan kekuatan hukum dari addendum perjanjian berupa notulen rapat
tertanggal 3 November 1998 yang menjadi dasar pemutusan perjanjian, namun
jika dilihat dari uraian di atas dapat ditafsirkan bahwa notulen rapat tersebut
merupakan suatu addendum/amandemen dari perjanjian pemberian jasa-jasa
pengangkutan darat yang mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dituntut
pemenuhannya.

158 Frans Satriyo Wicaksono, loc. cit., hal. 66.
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4.2.2. Putusan Hakim Terkait Perkara Notulens Rapat Sebaga Dasar
Pemutusan Perjanjian Sepihak Daam Putusan No.
152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan
No. 2358K/PDT/2003

Berdasarkan kasus posisi di atas diketahui bahwa perjanjian pemberian
jasa-jasa pengangkutan darat jika dilihat dari kewajiban dan hak para pihak
merupakan perjanjian timbal balik (bilateral). Ha ini dapat dilihat dari
kewajiban penggugat PT. Haseda Remindo untuk menyediakan 33 (tiga puluh
tiga) unit kendaraan ringan guna melaksanakan pekerjaan jasajasa
pengangkutan darat untuk keperluan kegiatan operas tergugat PT. Caltex
Pacific Indonesia di Jakarta dan daerah-daerah yang ditentukan selama 2 (dua)
tahun dan atas pemenuhan kewajiban tersebut mempunya hak untuk
memperoleh pembayaran dari PT. Caltex Pacific Indonesia sebesar Rp
9.935.600.000,- (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus
ribu rupiah). Kemudian, yang menjadi kewajiban tergugat PT. Caltex Pacific
Indonesia adalah membayar penggugat PT. Haseda Remindo atas pemenuhan
kewagjibannya dan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia berhak untuk
memperoleh 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan ringan (dengan pengemudi

tanpa bahan bakar minyak) yang akan digunakan untuk kegiatan usahanya.

Mengingat dalam pemenuhannya terjadi masalah yaitu penggugat PT.
Haseda Remindo tidak memenuhi kewagjibannya sehingga dibuatlah notulen
rapat tertanggal 3 November 1998 yang mengamandemen/mengubah ketentuan
tentang batas waktu penyerahan sebagaimana diatur dalam perjanjian pemberian
jasa-jasa pengangkutan darat menjadi tanggal 9 November 1998 yang apabila
dilanggar maka tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia akan memutuskan
perjanjian secara sepihak. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa
hubungan perikatan antara penggugat PT. Haseda Remindo dengan tergugat PT.
Caltex Pecific Indonesia termasuk ke dalam perikatan bersyarat dengan
ketentuan syarat batal. Menurut Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata diketahui
bahwa suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-
persetujuan yang bertimbal balik. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun tidak
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diatur dalam perjanjiannya, syarat batal ini seladu ada menyertai suatu
perjanjian.

Pada kasus ini syarat batal tersebut telah dicantumkan dalam perjanjian
pemberian jasa-jasa pengangkutan darat namun diamandemen dengan notulen
rapat yang merupakan addendum dari perjanjian pemberian jasa-jasa
pengangkutan darat tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1266 ayat (2)
jo. Pasal 1266 ayat (3) KUH Perdata dikatakan bahwa suatu perjanjian dengan
syarat batal, tidak batal begitu sgja (batal secara otomatis) tapi harus dimintakan
pembatalannya kepada hakim walaupun syarat batal tersebut dicantumkan
dalam perjanjiannya. Sehingga pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan
tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap penggugat PT. Haseda Remindo
pada tanggal 10 November 1998 seharusnya tidak dapat dibatalkan begitu saja
tapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Namun, jika melihat
tindakan pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan secara langsung oleh
tergugat kepada penggugat, menurut Pasal 1343 KUH Perdata, dilihat dari
maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat tersebut, dikenakannya sanksi
berupa pemutusan perjanjian secara langsung, tanpa adanya permintaan kepada
hakim menyiratkan bahwa para pihak mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266
ayat (2) KUH Perdata. Terlebih lagi dalam gugatannya, para pihak tidak ada
yang meminta agar perjanjiannya dibatalkan namun langsung meminta ganti
rugi. Karena berdasarkan Putusan Pengadilan No.
461/PDT/G/1991/PN.JKT.PST yang dalam putusannya dapat dilihat bahwa
permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan berbarengan dengan
pengguan gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestas.
Dimungkinkannya pengenyampingan tersebut  karena hukum perjanjian
menganut asas kebebasan berkontrak bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Sehingga pencantuman klausula yang melepaskan ketentuan Pasal 1266 ayat (2)
KUH Perdata harus ditaati oleh para pihak.*® Selain itu, jalan yang ditempuh

melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama

19 syharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Edisi |, Cetakan V, (Jakarta:
Kencana, 2008), hal.63.
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sehingga hal ini tidak efisien bagi pelaku bisnis.**®® Sebaliknya, para ahli hukum
maupun praktis hukum berpendapat bahwa wanprestasi tidak secara otomatis
mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Hal
ini didukung oleh alasan bahwa jika pihak debitur wanprestasi, maka kreditur
masih berhak mengajukan gugatan agar pihak debitur memenuhi perjanjian,
sedangkan apabila wanprestasi dianggap sebagai suatu syarat batalnya
perjanjian, maka kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi.*®* Selain itu, hakim
berdasarkan ketentuan Pasal 1266 ayat (4) KUH Perdata dikatakan bahwa hakim
berwenang untuk memberikan kesempatan kepada debitur dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan untuk memenuhi perjanjian meskipun sebenarnya
debitur sudah wanprestasi atau cidera janji.'®> Hal ini juga sesuai dengan asas
itikad balk dalam membuat perjanjian yang memberikan wewenang kepada
hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak bertentangan dengan
rasa keadilan. Karena pada praktiknya, hakim dapat mencampuri isi dari
perjanjian apabila dirasa merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan
rasa keadilan. Disini hakim mempunyal discrecy untuk menimbang berat
ringannya kelalaian debitur dibandingkan dengan kerugian yang diderita jika
perjanjian dibatalkan.’®® Untuk memutuskan apakah terjadinya wanprestas
merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim,
menurut hemat kami harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang
membuat perjanjian.'®* Dikaitkan dengan kasus diketahui bahwaisi dari notulen
rapatnya cenderung merugikan penggugat dari pada menguntungkannya.
Sehingga hakim menurut penulis berdasarkan Pasal 178 HIR bahwa hakim
karena jabatannya waktu bermusyawarat wagjib mencukupkan segala alasan
hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua pihak.

Mengenai gugatannya, penggugat menyatakan pemutusan perjanjian
sepihak yang dilakukan oleh tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada

10 | bid.
191 1pid., hal. 64.
162 | pid.
163 | bid.
1% | bid.
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penggugat PT. Haseda Remindo merupakan suatu perbuatan melawan hukum
yang karena salahnya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat
namun alasan yang digunakan penggugat lebih mengarah kepada wanprestasi
karena mendalilkan bahwa tindakan pemutusan perjanjian tersebut bertentangan
dengan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Menurut Meijers,
perikatan yang timbul dari perjanjian tidak dapat dimasukkan ke dalam
pengertian perbuatan melawan hukum.'®> Namun, bukan berarti satu perbuatan
tidak dapat masuk ke dalam 2 (dua) pengertian sekaligus.'® Jadi, satu perbuatan
yang berupa perbuatan tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama juga
melanggar kewajiban hukum umpamanya, orang yang berutang atau suatu hak
subjektif penagih di luar hak gugatnya yang berdasar perjanjian.'®’ Hal ini
sebagaimana terdapat dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen dalam Putusan
Pengadilan Negeri Den Haag yang menyebutkan bahwa perbuatan pegawai
Lindenbaum membocorkan rahasia perusahaan majikannya adalah melanggar
ketentuan undang-undang yaitu Pasal 1639d dan Pasal 16030 sub 9 Burgerlijk
Wetboek, dan pada sisi yang lain antara Lindenbaum dan pegawainya terdapat
hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian perburuhan.'®® Dengan demikian
menurut pendapat kami tindakan pegawai Lindenbaum membocorkan rahasia
perusahaan milik majikannya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar kewajiban yang ditentukan
undang-undang.® Kemudian contoh lainnya dapat dilihat pada kasus antara
Lee Kum Kee Ltd dengan PT. Dua Berlian yang terdapat dalam Putusan
Pengadilan No. 02/PDT. G/1995/PN.JKT.UT, Putusan Pengadilan No.
301/PDR/1996/PT DKI, Putusan Mahkamah Agung No. 1284K/PDT/1998
diputuskan bahwa suatu pemutusan perjanjian sepihak merupakan suatu

perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas kepatutan dan

185 Rosa Agustina, loc.cit., hal. 31.
166 | id.

%7 | bid.

1%8 Suharnoko, op.cit., hal. 122.
9 1bid.
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moral, asas kewajiban hukum, dan merugikan pihak yang beritikad baik.*™ Dari
putusan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kontraktual antara para pihak
tidak menghalangi pengajuan gugatan perbuatan melavan hukum.!
Pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan dapat berupa
suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang
melanggar kepatutan dan kehati-hatian.'> Mengenai hubungan antara
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, M. Y ahya Harahap dalam bukunya
Segi-segi Hukum Perjanjian, hal. 61, mengatakan bahwa wanprestasi adalah
merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.*"

Pada gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum. Agar suatu tindakan dapat dikatakan suatu
perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan
melawan hukum yang menurut Mariam Darus dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

1. Harus ada perbuatan

2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

3. Adanyakerugian

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan
kerugian

5. Adanyakesalahan

Pertama, adanya suatu perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi
perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa
tindakan pemutusan sepihak yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific
Indonesia kepada penggugat PT. Haseda Remindo didasarkan pada addendum
perjanjian berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998, merupakan suatu
perbuatan yang aktif yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja

1hid., hal. 129-130.
1 pid., hal. 131.
172 | bid,

173 | bid.
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dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain (penggugat). Dengan begitu unsur

adanya suatu perbuatan terpenuhi.

Kedua, bahwa perbuatan aktif/sengaja yang dilakukan harus melawan
hukum atau bertentangan dengan kewajiban dan hak hukum menurut undang-
undang. Menurut Pasal 1338 ayat (1) dikatakan bahwa perjanjian adalah
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Pasal 1338 (3) bahwa
perjanjian dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan putusan pengadilan negeri
Jakarta Pusat diketahui bahwa tindakan pemutusan perjanjian sepihak yang
dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia kepada penggugat PT. Haseda
Remindo karena adanya notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang
merupakan addendum dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat.
Kemudian, berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa para pihak
mengenyampingkan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata. Sehingga pemutusan
perjanjian dapat dilakukan secara langsung tanpa meminta kepada hakim
terlebih dahulu. Dengan begitu unsur melawan hukum atau bertentangan

dengan kewajiban para pihak tidak terpenuhi.

Ketiga, mengenai unsur adanya kerugian yang ditimbulkan dari tindakan
pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia
kepada penggugat PT. Haseda Remindo. Menurut Mariam Darus Badrulzaman,
gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat berupa: (1) uang
dan dapat dengan uang pemaksa, (2) pemulihan ke keadaan semula, (3) larangan
mengulangi perbuatan itu lagi. Bahwa dalam gugatannya, penggugat PT. Haseda
Remindo menyatakan dikarenakan pemutusan perjanjian sepihak tersebut telah
mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik itu materil maupun
immateril sebesar Rp 14.026.450.000 (Empat belas milyar dua puluh enam juta
empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga penggugat dalam gugatannya
meminta ganti rugi berupa uang sebesar kerugian penggugat serta meminta uang
paksa sebesar Rp 10.000.000,- per hari jika tergugat lalai memenuhi
kewajibannya. Berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 November 1998 tersebut
dikatakan bahwa dalam hal penggugat PT. Haseda Remindo lalai lagi maka
tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia akan melakukan pemutusan perjanjian
sepihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur kerugian yang ditimbulkan dari
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pemutusan perjanjian tersebut memang sudah diketahui atau dapat diguga oleh
penggugat PT. Haseda Remindo. Dengan begitu unsur adanya kerugian
terpenunhi.

Keempat, mengenai hubungan sebab akibat antara perbuatan yang
dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan putusan ini diketahui
bahwa yang menjadi dasar pemutusan perjanjian sepihak ini adalah addendum
perjanjian berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998. Menurut teori
kausalitas’kausalitet dikatakan bahwa kejadian yang menjadi dasar tanggung
jawab, kerugian dan besarnya kerugian dapat diduga serta beban yang seimbang
bagi pihak yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi. Dikaitkan dengan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diketahui bahwa tindakan pemutusan
perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat para pihak sehingga dapat
dikatakan bahwa para pihak (khususnya penggugat PT. Haseda Remindo) telah
mengetahui dan menyanggupi akibat/kerugian yang mungkin timbul dari
pemutusan perjanjian tersebut. Dengan begitu unsur sebab akibat/kausalitas
terpenunhi.

Kelima, mengenal adanya unsur kesalahan dari s pelaku, yang dalam
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tergugat PT. Caltex Pacific
Indonesia. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan berupa
kesengagjaan yang menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum
hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Kesengajaan
dalam putusan ini bukanlah kesengajaan yang melawan/bertentangan dengan
hukum karena kesengajaan disini didasarkan pada perjanjian yang disepakati
oleh para pihak sendiri berupa notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang
sah, mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum sehingga adanya unsur
kesalahan ini tidak terpenunhi.

Dari penjelasan unsur-unsur tersebut diketahui bahwa tidak semua unsur-
unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi sehingga tindakan pemutusan
perjanjian yang dilakukan tergugat PT. Catex Pacific Indonesia kepada
penggugat PT. Haseda Remindo bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Hal
ini sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan hakimnya bahwa dengan tidak
adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat
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PT. Caltex Pacific Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian No. 021/JGS-
P& C/98 tertanggal 26 Oktober 1998 sampai dilakukan rapat antara penggugat
dengan tergugat pada tanggal 10 November 1998 sampai diterbitkannya surat
pemutusan perjanjian pada tanggal 10 November 1998 yang mana hal tersebut
sudah sesuai dengan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan
darat, sehingga tuntutan untuk menyatakan tergugat PT. Caltex Pacific
Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum sebagai tuntutan pokok tidak
berdasar dan beradasan ditolak. Yang perlu diperhatikan disini adalah
pertimbangan hakim yang mengatakan "tidek adanya unsur-unsur perbuatan
melawan hukum”, padahal berdasarkan analisis penulis terdapat 3 (tiga) unsur
perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yaitu unsur harus ada perbuatan,
adanya kerugian, dan sebab akibat.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim juga menyatakan bahwa
selain tidak terbukti tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia melakukan perbuatan
melawan hukum, namun terbukti bahwa penggugat PT. Haseda Remindo
melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata dikatakan bahwa debitur dikatakan
lalai/wanprestasi  apabila telah mendapat somasi/peringatan dari  kreditur.
Menurut Subekti ada 4 (empat) bentuk wanprestas yang dilakukan debitur,
yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, (2)
melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, (3)
melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, (4) melakukan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dikaitkan dengan kasus ini
diketahui bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan penggugat termasuk ke
dalam bentuk yang pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya. Mengenai surat pernyataan atau sejenisnya, tergugat PT. Caltex
Pacific Indonesia pernah mengirimkan surat peringatan pertama No. 1520
tertanggal 28 Oktober 1998 yang menyatakan bahwa penggugat PT. Haseda
Remindo telah lalai untuk menyediakan kendaraan untuk diperiksa sebagaimana
diatur dalam perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Dalam surat ini
tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia memberikan kesempatan kepada
penggugat sampa tanggal 29 Oktober 1998 untuk menyediakan kendaraan
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tersebut. Selanjutnya, surat peringatan kedua No. 1533 tertanggal 30 Oktober
1998 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998, penggugat PT.
Haseda Remindo telah gagal untuk melaksanakan penyerahan kendaraan untuk
diperiksa. Ternyata penggugat tidak juga memenuhi kewgjibannya sehingga
dikeluarkanlah surat dari tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia No. 1612
tertanggal 10 November 1998 yang menyatakan bahwa dikarenakan penggugat
PT. Haseda Remindo tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyerahkan 33
(tiga puluh tiga) kendaraan ringan guna diperiksa pada tanggal 9 November
1998 sesuai addendum perjanjian yang dituangkan dalam notulen rapat
tertanggal 3 November 1998.

Hal tersebut menjadi dasar dilakukannya pemutusan perjanjian karena
wanprestas yang dilakukan penggugat PT. Haseda Remindo terhadap tergugat
PT. Caltex Pacific Indonesia, yang tidak melakukan apa yang disanggupi akan
dilakukannya yaitu menyediakan 33 (tiga puluh tiga) kendaraan ringan untuk
diperiksa tergugat pada tanggal 9 November 1998. Ini juga didukung dengan
pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa sudah dipertimbangkan dan
terbukti bahwa penggugat PT. Haseda Remindo melakukan wanprestasi. Hal ini
sebagaimana dikatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa
hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (PT. Caltex Pacific
Indonesia) sebagian yang meminta ganti rugi kepada penggugat PT. Haseda
Remindo sebesar Rp 320.579.009,52 dengan bunga per tahun 6% serta
membayar biaya perkara sebesar Rp 79.000. Pada Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta isinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan
menghukum penggugat PT. Haseda Remindo untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 100.000. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung yang juga
menolak kasasi penggugat dan menghukum penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 200.000.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis menilai bahwa hakim
dalam memberikan putusannya kurang memberikan alasan dan pertimbangan
hukumnya. Padaha menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 903.
K/Sip/1972 bahwa putusan harus memuat aasan-alasan dan pertimbangan
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hukum. Hal ini bisa dilihat pada putusannya yang tidak menyinggung sama
sekali mengenai notulen rapat padaha notulen tersebutlah yang mendasari
tindakan pemutusan perjanjian tersebut. Kemudian, hakim dalam memberikan
pertimbangan bahwa tindakan pemutusan pemutusan perjanjian bukanlah
perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan unsur-unsurnya. Padahal
agar suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum harusiah
memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, dilihat
dari putusannya, hakim juga tidak mempergunakan wewenangnya sebagaimana
diatur dalam Pasal 1266 ayat (4) KUH Perdata bahwa hakim berwenang untuk
memberikan jangka waktu 1 (satu) bulan kepada penggugat untuk memenunhi
perikatannya walaupun penggugat telah dinyatakan wanprestasi oleh tergugat.
Terakhir, mengenal alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat
putusannya yang menyatakan bahwa tindakan pemutusan perjanjian tergugat
PT. Caltex Pacific Indonesia bukanlah suatu perbuatan melawan hukum
didasarkan Pasal 16 pemberian jasa-jasa pengangkutan darat bukan notulen
rapat tertanggal 3 November 1998. Padahal yang memuat ketentuan perubahan
dari perjanjian adalah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang mengatur
tentang pemutusan sepihak apabila penggugat lalai/ingkar lagi. Hal ini
mengindikasikan bahwa hakim keliru dalam memberikan alasannya.

Ada beberapa akibat yang timbul dari wanprestasi yaitu (1) ganti rugi, (2)
pembatalan perjanjian, (3) peralihan resiko, (4) membayar biaya perkara
Dengan adanya wanprestasi bukan berarti hubungan/perikatan antara penggugat
PT. Haseda Remido dengan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia berakhir. S
tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia dapat menuntut ganti rugi atas kerugian
yang dideritanya. Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata
membatasi bahwa penggugat hanya diwajibkan membayar kerugian yang dapat
diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanpretasi. Pernyataan dapat
diguga dan akibat langsung dari wanprestasi ini erat kaitannya dengan teori-teori
sebab akibat, yang mana suatu peristiwa tertentu mengakibatkan peristiwa
lainnya dan menurut pengalaman masyarakat dapat diduga akan terjadi. Pada
gugatan rekonvensi, tergugat (penggugat rekonvensi) mengemukakan kerugian-

kerugian yang dialaminya akibat kelalaian/ingkar janji yang dilakukan
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penggugat (tergugat rekonvensi) yaitu sebesar Rp 320. 579.009,52 dan ditambah
dengan bunga sebesar 6% pertahun yang dihitung mulai tanggal 1 November
1998. Bunga disini disebut juga bunga moratoir yaitu bunga yang harus dibayar
(sebagai hukuman) karena debitur laai/ingkar janji sesuai dengan Pasal 1767
KUH Perdata. Selain itu, wanprestasi juga berakibat pada perjanjiannya
(perjanjian pemberian jasajasa pengangkutan darat) berupa pembatalan
perjanjian. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa pembatalan
perjanjian dilakukan berdasarkan notulen rapat tertanggal 3 November 1998
yang merupakan addendum dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan
darat, yang megenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Sehingga
pembatalannya bukan berdasarkan putusan hakim tapi secara langsung
dilakukan para pihak. Kemudian, wanprestas juga berakibat pada pembayaran
biaya perkara bagi pihak yang kalah. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui
bahwa selain membayar ganti rugi kepada tergugat, penggugat juga dikenai
hukuman pembayaran hiaya perkara.

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim tidak
memberikan pertimbangan hukumnya sendiri, tetapi mengambil alih
pertimbangan hukum pengadilan negeri kemudian menjadikannya sebagai
pertimbangan hukumnya sendiri dan hanya menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.
492K/Sip/1970 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 252/1968 PT Pdt. jo
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 502/67 G, menyatakan putusan
pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya
(onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya
mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang digukan dalam memori
banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya
maupun mengenai soal penerapan hukumnya yang terus menguatkan putusan
pengadilan negeri begitu sga. Padaha dalam putusan pengadilan negerinya,
hakim keliru dalam memberikan alasannya. Hal ini juga didukung dengan
Putusan Mahkamah Agung No. 194K/Sip/1975, menyatakan dalam peradilan

banding, pengadilan tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara
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dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian konvens dan rekonvensi yang
telah diputus oleh pengadilan negeri.

Pada putusan Mahkamah Agung, berdasarkan memori kasas yang
digjukan penggugat PT. Haseda Remindo sebagaimana dijelaskan dalam kasus
posisi bahwa menurut hakim putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya
kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwagjibkan oleh peraturan
perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 jo
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 151/1969 Pdt/PT Smg. Jo Putusan
Pengadilan Negeri Y ogyakarta No. 49/1964 Pdt. dan Y urisprudens tahun 1970,
Buku No. 4, hal 525-537, menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat
melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan
tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd). Dengan
begitu sebenarnya Mahkamah Agung dapat melakukan peninjauan terhadap
kurang cukupnya pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dan Pengadilan Tinggi Jakarta.
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BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

Notulen rapat ...,

Suatu perjanjian agar sah dan mengikat para pihak layaknya perjanjian
maka notulen rapat tersebut harus memenuhi ketentuan syarat-syarat
sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Notulen
rapat yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian akan mengikat
para pihak layaknya undang-undang sejak lahirnya perjanjian yaitu sgjak
lahirnya kesepakatan antara para pihak (asas konsensualisme) yang
ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak.
Selanjutya, untuk mengetahui kekuatan hukum dari notulen rapat yang
dalam artian dapat dituntut pemenuhannya digunakanlah teori penafsiran
sebagaimana diatur dalam Pasal 1343 KUH Perdata perjanjian yaitu
berdasarkan maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat oleh para pihak.
Adapun pentingnya untuk mengetahui notulen rapat tersebut termasuk
perjanjian atau tidak erat kaitannya dengan dasar hukum atas tindakan
pemutusan perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Karenajika
notulen tersebut bukanlah perjanjian maka tindakan pemutusan perjanjian
yang dilakukan tergugat PT. Caltex Pacific Indonesia termasuk ke dalam
perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika notulen rapat tersebut
merupakan perjanjian maka tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan
tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan digunakannya teori
penafsiran diketahui bahwa maksud dan tujuan dibuatnya notulen rapat ini
adalah mengubah atau mengamandemen ketentuan perjanjian yang sudah
ada yaitu Pasal 16 perjanjian pemberian jasajasa pengangkutan darat,
yang mengatur tentang keingkaran/kelalaian yang mana tergugat PT.
Cdtex Pacific Indonesia memberikan jangka waktu pemenuhan atas
kelalaian/keingkaran maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender yang
kemudian diubah menjadi 9 Novemberr 1998, yang berarti batas maksimal
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pemenuhan perjanjian dimgukan dari yang seharusnya. Menurut
penjelasan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1337 KUH Perdata, para pihak
diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa sga selama isinya
tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum (asas kebebasan berkontrak), termasuk notulen rapat. Hal ini
dimungkinkan mengingat hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam
buku ke-11l menganut prinsip keterbukaan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa notulen rapat tersebut termasuk ke dalam perjanjian menurut
hukum Indonesia. Kemudian, berdasarkan Pasal 1348 KUH Perdata
bahwa semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan
secara keseluruhan, yang mana walaupun notulen rapat dibuat terpisah
perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat, sebenarnya merupakan
suatu satu kesatuan dengan perjanjiannya. Maka, notulen rapat yang
merupakan addendurmyamandemen dari Pasal 16 dapat diartikan sebagal
bagian dari perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat yang
merupakan satu kesatuan utuh. Dengan begitu notulen rapat tersebut
mempunyal kekuatan hukum layaknya perjanjian sehingga dapat dituntut

pemenuhannya.

Bahwa sudah tepat putusan hakim yang menyatakan kasus ini bukanlah
perbuatan melawan hukum melainkan wanprestasi yang dilakukan oleh
penggugat PT. Haseda Remindo terhadap tergugat PT. Caltex Pacific
Indonesia. Bukan perbuatan melawan hukum karena tidak semua unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365
KUH Perdata terpenuhi. Pada putusannya, hakim keliru dalam
memberikan aasan pertimbangan hukumnya. Hal ini  berdasarkan
penjelasan dalam bab 4, hakim yang menyatakan “tidak adanya unsur-
unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat PT. Caltex
Pacific Indonesia terhadap pelaksanaan perjanjian No. 021/JGS-P& C/98
tertanggal 26 Oktober 1998 karena sudah sesua dengan Pasa 16
perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat”. Jika dilihat, dalam

pertimbangannya, hakim sama sekali tidak menyinggung mengenai
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notulen rapat 3 November 1998. Padahal yang memuat ketentuan
perubahan dari perjanjian adalah notulen rapat tertanggal 3 November
1998 yang mengatur tentang pemutusan sepihak. Sehingga mengakibatkan
terjadinya penafsiran-penafsiran terhadap isi putusan.

Adapun Pemutusan perjanjian sepihak dilakukan atas
kelalaian/ingkar janji atas addendum/amandemen perjanjian pemberian
jasa-jasa pengangkutan darat yang dilakukan penggugat kepada tergugat.
Akibatnya adalah berakhirnya hubungan hukum/perikatan/perjanjian
antara para pihak. Berakhirnya perikatan antara para pihak ini dapat
dilakukan secara langsung tanpa perlu mengaukan permohonan
pembatalan kepada hakim karena berdasarkan penafsiran terhadap notulen
rapat, para pihak mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.
Dimungkinkannya pengenyampingan ini karena adanya asas kebebasan
berkontrak dalam hukum perjanjian.

Kemudian, mengenai putusan wanprestasinya sudah tepat karena
terbukti bahwa penggugat telah melakukan wanprestas terlebih dahulu
yaitu  tidak  memenuhi notulen rapat yang  merupakan
addendunvamandemen perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat.
Hakim mengenakan biaya ganti rugi berdasarkan kerugian yang dapat
diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi sesuai dengan
gugatan rekonvensi tergugat dan bukti-bukti yang ada sebagaimana tertulis
dalam putusan pengandilan negeri yaitu sebesar Rp 320. 579.009,52.
Selain itu hakim juga mengabulkan pengenaan denda sebesar 6 % kepada
penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUH Perdata dan
mengenakan pembebanan biaya perkara pada pihak yang kalah yaitu
penggugat PT. Haseda Remindo.

1.2. Saran

1.

Notulen rapat ...,

Perlu adanya pertimbangan hakim yang menjelaskan alasan-alasan dan
pertimbangannya terkait kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian

dalam hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah
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Agung RI No. 903. K/Sip/1972 . Begitu juga dengan yurisprudens tahun
1970, Buku No. 4, ha 525-537 yang menyatakan bahwa Mahkamah
Agung dapat melakukan peninjauan terhadap putusan pengadilan negeri
dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende
gemotiveerd). Dikaitkan dengan kasus contohnya saat hakim menyatakan
bahwa tindakan pemutusan perjanjian yang dilakukan tergugat bukanlah
suatu perbuatan melawan hukum. Disini hakim tidak menjelaskan
/menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Oleh karenaiitu,
diharapkan ke depannya, hakim dapat menjelaskan pertimbangan dan
alasannya lebih rinci/detail lagi. Sehingga tidak ada lagi putusan yang
kurang pertimbangan atau tidak jelas dasar hukumnya.

. Bahwa guna mencegah terjadinya putusan yang keliru atau kurang

pertimbangan-pertimbangan hukumnya, diharapkan hakim dapat |ebih
memperhatikan dan cermat dalam menyikapi fakta-fakta dan aat-alat
bukti yang dikemukakan para pihak dipersidangan. Karena sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, hakim keliru dalam memberikan alasan yaitu
menjadikan Pasal 16 perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat
sebagal dasar hukum pemutusan perjanjian, padahal yang dipakai
seharusnya adalah notulen rapat tertanggal 3 November 1998 yang
merupakan addendunvamandemen dari perjanjian pemberian jasa-jasa
pengangkutan darat. Selain itu, hakim disini kurang menggali informasi
dari para pihak. Padahal berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa hakim
karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala
alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan
begitu hakim dapat menggali keterangan-keterangan yang belum jelas dari
para pihak guna mendukung putusannya nanti. Sehingga dalam putusanya
hakim dapat dengan tegas mengemukakan putusannya yang disertai
dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup
dan jelas karena sudah sepatutnya suatu putusan memuat al asan-alasan dan
pertimbangan hukum (Putusan Mahkamah Agung No. 903K/Sip/1972).
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